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ABSTRAK

Kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan wajib melakukan dua pengujian, yaitu; uji tipe dan uji berkala. Penelitian tesis ini terkait dengan uji berkala yang dilakukan terhadap mobil angkutan barang. Pengujian berkala meliputi kegiatan; (1) pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor, dan (2) pengesahan hasil uji. Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dapat dilaksanakan salah satunya oleh unit pelaksanaan pengujian pemerintah kabupaten/kota. Terhadap pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Dalam hal ini objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah berupa pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Terhadap keterlambatan kewajiban uji berkala kendaraan bermotor tersebut, pemilik kendaraan bermotor diwajibkan membayar sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari nilai retribusi yang terutang. Identifikasi masalah penelitian tesis ini adalah: Pertama; Bagaimanakah efektifitas denda atas keterlambatan pengujian berkala angkutan mobil angkutan barang? Kedua; Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan agar sanksi denda atas keterlambatan pengujian berkala angkutan mobil angkutan barang dapat ditingkatkan efektifitasnya?
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau dikenal juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya, yang kemudian terhadap data sekunder tersebut dilakukan kategorisasi sehingga menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Meskipun demikian penelitian ini juga menggunakan data primer sebagai data pelengkap. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menggunakan data kualitatif berupa rangkaian kata-kata dalam kalimat. Sementara itu data penelitian dikumpulkan oleh peneliti melalui studi dokumentasi yang dilakukan di tempat dokumen yang diperlukan berada.
Kesimpulan penelitian tesis ini adalah, Pertama; Denda administratif atas keterlambatan pengujian berkala mobil angkutan barang sebesar 2% dari nilai retribusi terhutang untuk setiap bulannya berdasarkan fakta di Kabupaten Kuningan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah tidak efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terus meningkatnya jumlah mobil angkutan barang yang tidak melakukan pengujian berkala antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Kedua; upaya yang dapat dilakukan agar sanksi denda atas keterlambatan pengujian berkala mobil angkutan barang dapat ditingkatkan efektifitasnya adalah dengan menaikan nilai denda administratif atas keterlambatan pengujian berkala mobil angkutan barang dan/atau mengoperasionalkan sanksi pidana atas retribusi pengujian kendaraan bermotor yang terutang.

Kata kunci; efektivitas, sanksi, denda, pengujian dan berkala.




2

2

ABSTRACT

Motorized vehicles that will be operated on the road are required to carry out two tests, namely; type test and periodic test. This research is related to periodic tests conducted on freight cars. Periodic testing includes activities; (1) inspection and physical testing of motorized vehicles, and (2) validation of test results. Physical inspection and testing activities for motorized vehicles can be carried out by one of them by the district/city government test implementation unit. Retribution is levied for testing motorized vehicles for testing motorized vehicles. In this case the object of motor vehicle testing retribution is the services provided or provided by the local government in the form of motorized vehicle testing services. For delays in the obligation to periodically test motor vehicles, owners of motorized vehicles are required to pay Administrative sanctions in the form of interest of 2% (two percent) every month of the value of the levy owed. Identification of the research problem is: First; What is the effectiveness of fines for delays in periodic testing of freight cars? Second; What efforts can be made to increase the effectiveness of fines for delays in periodic testing of freight cars?
This research is normative legal research, also known as doctrinal legal research. This research uses secondary data as the main data, which then categorizes the secondary data so that it becomes primary, secondary, and tertiary legal material. However, this study also uses primary data as complementary data. This research is analytical descriptive in nature, which uses qualitative data in the form of a series of words in a sentence. Meanwhile, research data was collected by researchers through a documentation study conducted at the location where the required documents were located.
The conclusions of this study are, First; Administrative fines for delays in periodic testing of freight cars of 2% of the value of the levy payable for each month based on facts in Kuningan Regency from 2020 to 2022 are not effective. This can be proven by the continuing increase in the number of freight cars that do not carry out periodic testing between 2020 and 2022. Second; Efforts that can be made so that fines for delays in periodic testing of goods transport cars can be increased in effectiveness are by increasing the value of administrative fines for delays in periodic testing of goods transport cars and/or operating criminal sanctions on retribution for motor vehicle testing that is owed.

Keywords; effectiveness, sanctions, fines, testing and periodical.
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BAB  I
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, dilihat dari jumlahnya maupun dari nilai kerugian materi yang ditimbulkan oleh kecelakaan yang dimaksud mengalami peningkatan. Misalnya:
1. Jumlah kecelakaan:
a. Tahun 2017 berjumlah 104.327 kasus kecelakaan.
b. Tahun 2018 berjumlah 109.215 kasus kecelakaan.
c. Tahun 2019 berjumlah 116.411 kasus kecelakaan.
2. Korban mati (Orang):
a. Tahun 2017 berjumlah 30.694 orang meninggal dunia.
b. Tahun 2018 berjumlah 29.472 orang meninggal dunia.
c. Tahun 2019 berjumlah 25.671 orang meninggal dunia.
3. Luka berat (Orang):
a. Tahun 2017 berjumlah 14.559 orang luka berat.
b. Tahun 2018 berjumlah 13.315 orang luka berat.
c. Tahun 2019 berjumlah 12.479 orang luka berat.
4. Luka ringan (Orang):
a. Tahun 2017 berjumlah 121.575 orang luka ringan.

b. 
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c. Tahun 2018 berjumlah 130.571 orang luka ringan.
d. Tahun 2019 berjumlah 137.342 orang luka ringan.
5. Kerugian materi (juta rupiah):
a. Tahun 2017 berjumlah 217.031 juta rupiah.
b. Tahun 2018 berjumlah 213.866 juta rupiah.
c. Tahun 2019 berjumlah 254.779 juta rupiah.[footnoteRef:1] [1:  Badan Pusat Statistik, Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi 2017-2019, https://www.bps.go.id/indicator/17/513/1/jumlah-kecelakaan-korban-mati-luka-berat-luka-ringan-dan-kerugian-materi.html, diunduh hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 pukul 16.21 WIB.] 

Peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas tersebut berbanding lurus dengan peningkatan total jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Meskipundemikian tidak dapat dipastikan jenis kendaraan bermotor apa yang menempati porsi paling banyak dalam hal kecelakaan lalu lintas. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Mobil penumpang:
a. Tahun 2017 berjumlah 13.968.202 unit kendaraan.
b. Tahun 2018 berjumlah 14.830.698 unit kendaraan.
c. Tahun 2019 berjumlah 15.592.419 unit kendaraan.
2. Mobil bis:
a. Tahun 2017 berjumlah 213.359 unit kendaraan.
b. Tahun 2018 berjumlah 222.872 unit kendaraan.
c. Tahun 2019 berjumlah 231.569 unit kendaraan.
3. Mobil barang:
a. Tahun 2017 berjumlah 4.540.902 unit kendaraan.
b. Tahun 2018 berjumlah 4.797.254 unit kendaraan.
c. Tahun 2019 berjumlah 5.021.888 unit kendaraan.
4. Sepeda motor:
a. Tahun 2017 berjumlah 100.200.245 unit kendaraan.
b. Tahun 2018 berjumlah 106.657.952 unit kendaraan.
c. Tahun 2019 berjumlah 112.771.136 unit kendaraan.
5. Total kendaraan bermotor:
a. Tahun 2017 berjumlah 118.922.708 unit kendaraan.
b. Tahun 2018 berjumlah 126.508.776 unit kendaraan.
c. Tahun 2019 berjumlah 133.617.012 unit kendaraan.[footnoteRef:2] [2:  Badan Pusat Statistik, Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2015-2017, https://www.bps.go.id/indicator/17/57/2/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis.html, diunduh hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 pukul 16.39 WIB.] 

[bookmark: _Hlk121428402]Dalam hal ini Badan Pusat Statistik, pada saat dilakukannya penelitian ini, belum merilis data sebagaimana dimaksud diatas untuk tahun 2020, 2021, dan 2022. Berdasarkan data pada tabel diatas dikaitkan dengan judul penelitian tesis ini dapat diketahui bahwa jumlah mobil barang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan jumlahnya. Mobil barang adalah satu jenis kendaraan bermotor selain dari; sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Yang dimaksud dengan mobil barang disini menurut penjelasan pasal tersebut adalah “kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.” Menurut data tahun 2021, jumlah mobil barang adalah 5,3 juta unit atau sekitar 5,3% dari keseluruhan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia.[footnoteRef:3] Secara umum pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rata-rata berkisar 4,53%.[footnoteRef:4] [3:  Badan Pusat Statistik, Statistik Transportasi Darat 2021, ©BPS RI, Jakarta, hlm. 27-28.]  [4:  Ibid, hlm. 30.] 

Upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas menurut ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU LLAJ; “setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.” Yang dimaksud dengan persyaratan teknis kendaraan bermotor menurut Pasal 48 ayat (2) UU LLAJ terdiri atas; (1) susunan, (2) perlengkapan, (3) ukuran, (4) karoseri, (5) rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, (6) pemuatan, (7) penggunaan, (8) penggandengan kendaraan bermotor, dan/atau (9) penempelan kendaraan bermotor. Sedangkan menurut ayat (3)-nya yang dimaksud persyaratan laik jalan sekurang-kurangnya terdiri atas; (1) emisi gas buang, (2) kebisingan suara, (3) efisiensi sistem rem utama, (4) efisiensi sistem rem parkir, (5) kincup roda depan, (6) suara klakson, (7) daya pancar dan arah sinar lampu utama, (8) radius putar, (9) akurasi alat penunjuk kecepatan, (10) kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan (11) kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
Pengukuran emisi gas buang terkait secara erat dengan masalah pencemaran udara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 memiliki 26 stasiun pemantauan kualitas udara otomatis. 13 stasiun sudah beroperasi sebelum tahun 2019 dan 13 stasiun lainnya efektif beroperasi pada bulan Juli - Agustus 2019. Stasiun yang telah dioperasikan tersebut dapat memantau kualitas udara berupa konsentrasi parameter PM2,5, PM10, NO2, SO2, CO, HC, O3. Data konsentrasi pencemar udara kemudian diinformasikan ke publik dalam bentuk Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Data ISPU Jumlah hari baik untuk stasiun yang beroperasi penuh pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Jambi.
a. Hari baik berjumlah 219 hari.
b. Hari sedang berjumlah 105 hari.
c. Hari tidak sehat berjumlah 27 hari.
d. [bookmark: _Hlk128910816]Hari sangat tidak sehat berjumlah dan berbahaya jumlahnya tidak terdefinisikan.
2. Palembang.
a. Hari baik berjumlah 222 hari.
b. Hari sedang berjumlah 85 hari.
c. Hari tidak sehat berjumlah 30 hari.
d. Hari sangat tidak sehat berjumlah dan berbahaya jumlahnya tidak terdefinisikan.
3. Palangkaraya.
a. Hari baik berjumlah 266 hari.
b. Hari sedang berjumlah 34 hari.
c. Hari tidak sehat berjumlah 27 hari.
d. [bookmark: _Hlk128911070]Hari sangat tidak sehat berjumlah dan berbahaya jumlahnya tidak terdefinisikan.
4. Padang.
a. Hari baik berjumlah 253 hari.
b. Hari sedang berjumlah 16 hari.
5. Pekanbaru.
a. Hari baik berjumlah 163 hari.
b. Hari sedang berjumlah 85 hari.
c. Hari tidak sehat berjumlah 28 hari.
d. Hari sangat tidak sehat berjumlah dan berbahaya jumlahnya tidak terdefinisikan.
6. Pontianak.
a. Hari sehat berjumlah 199 hari.
b. Hari sedang bejumlah 49 hari.
c. Hari tidak sehat berjumlah 22 hari.
7. Banjarmasin.
a. Hari baik berjumlah 233 hari.
b. Hari sedang berjumlah 47 hari.
8. Aceh.
a. Hari baik berjumlah 335 hari.
b. Hari sedang berjumlah 9 hari.
c. Hari tidak sehat berjumlah 4 hari.
9. Batam.
a. Hari baik berjumlah 190 hari.
b. Hari sedang berjumlah 101 hari.
c. Hari tidak sehat berjumlah 23 hari.
10. Mataram.
a. Hari baik berjumlah 308 hari.
b. Hari sedang berjumlah 36 hari.
11. Makassar.
a. Hari baik berjumlah 246 hari.
b. Hari sedang berjumlah 11 hari.
12. Manado.
a. Hari baik berjumlah 188 hari.
b. Hari sedang berjumlah 125 hari.
13. Jakarta.
a. Hari baik berjumlah 150 hari.
b. Hari sedang berjumlah 212 hari.
c. Hari tidak sehat berjumlah 3 hari.[footnoteRef:5] [5:  Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ditjen Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, Kondisi Kualitas Udara Di Beberapa Kota Besar Tahun 2019, https://ditppu.menlhk.go.id/portal/read/kondisi-kualitas-udara-di-beberapa-kota-besar-tahun-2019, diunduh hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 pukul 21.28 WIB.] 

ISPU merupakan angka tanpa satuan, digunakan untuk menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu dan didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Perhitungan ISPU dilakukan berdasarkan nilai ISPU batas atas, ISPU batas bawah, ambien batas atas, ambien batas bawah, dan konsentrasi ambien hasil pengukuran.[footnoteRef:6] [6:  Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ditjen Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Sebagai Indormasi Mutu Udara Ambien Di Indonesia, https://ditppu.menlhk.go.id/portal/read/indeks-standar-pencemar-udara-ispu-sebagai-informasi-mutu-udara-ambien-di-indonesia, diunduh hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 pukul 21.39 WIB.] 

Pengukuran kebisingan suara kendaraan bermotor terkait dengan potensi timbulnya polusi (pencemaran) suara yang diakibatkan dari pengoperasian kendaraan bermotor. Polusi suara adalah suara yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.[footnoteRef:7] [7:  Ngadimo, Syaiful, Analisis Polusi Suara Yang Ditimbulkan Kecepatan Kendaraan Bermotor (Kajian Di Depan Rumah Sakit Bunda Jalan Margonda Raya Kota Depok), Jurnal Rekayasa Sipil Astonjadro, Volume 3 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 41.] 

Batasan tingkat kebisingan ditentukan oleh peruntukan kawasan/lingkungan yang dimaksud. Sebagai contoh:
1. Perumahan dan pemukiman batasan tingkat kebisingannya adalah 55 dB.
2. Perdagangan dan jasa batasan tingkat kebisingannya adalah 70 dB.
3. Perkantoran dan perdagangan tingkat kebisingannya adalah 65 dB.
4. Ruang terbuka hijau tingkat kebisingannya adalah 50 dB.
5. Industri tingkat kebisingannya adalah 70 dB.
6. Pemerintahan dan fasilitas umum tingkat kebisingannya adalah 60 dB.
7. Rekreasi tingkat kebisingannya adalah70 dB.
8. Rumah sakit atau sejenis tingkat kebisingannya adalah 55 dB.
9. Sekolah atau sejenisnya tingkat kebisingannya adalah 55 dB.
10. Tempat ibadah atau sejenisnya  tingkat kebisingannya adalah 55 dB.[footnoteRef:8] [8:  Ibid.] 

[bookmark: _Hlk130710141]Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU LLAJ, kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan wajib melakukan dua pengujian, yaitu; uji tipe dan uji berkala. Penelitian tesis ini terkait dengan uji berkala yang dilakukan terhadap kendaraan angkutan mobil barang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (1) UU LLAJ. Berdasarkan ketentuan ayat (2)-nya, pengujian berkala meliputi kegiatan; (1) pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor, dan (2) pengesahan hasil uji. Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dapat dilaksanakan salah satunya oleh unit pelaksanaan pengujian pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (3)-nya.
Di tingkat kabupaten/kota, masalah kendaraan bermotor menjadi domain dari Dinas Perhubungan. Terkait dengan penelitian tesis ini, maka yang dimaksud dengan Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Bupati Kuningan Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan, dimana menurut ketentuan Pasal 18; “Ketentuan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri,” yaitu sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Bupati Kuningan Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, yang menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h disebutkan bahwa UPTD pada Dinas Perhubungan terdiri dari; (1) UPTD Terminal, Kelas A, dan (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Kelas A. Penelitian tesis ini terkait dengan tugas dan fungsi dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Kelas A Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan.
Menurut lampiran X Peraturan Bupati Kuningan Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, tugas pokok UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
b. Pelaksanaan penataan dan pemeliharaan gedung dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.
c. Pelaksanaan pendataan dan penyusunan laporan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
[bookmark: _Hlk130710300][bookmark: _Hlk121428558]Merujuk kepada ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2) huruf b UU LLAJ, yaitu; uji berkala yang harus dilakukan oleh kendaraan bermotor, maka lebih lanjut dijelaskan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, bahwa maksud dan tujuan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah:
a. “Memeriksa, meneliti dan menetapkan kondisi kendaraan bermotor.
b. Memeriksa, meneliti dan menetapkan ambang batas laik jalan kendaraan bermotor.
c. Menjaga keselamatan penumpang, barang dan kendaraan serta mencegah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan kendaraan bermotor.
d. Menjaga ketertiban dalam penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan.”

Menurut ketentuan Pasal 5 peraturan daerah tersebut, kendaraan bermotor yang wajib uji berkala setiap 6 (enam) bulan sekali (Pasal 6 ayat (1)) diantaranya adalah:
a. Mobil penumpang umum.
b. Mobil bus.
c. Mobil barang.
d. Kereta gandingan.
e. Kereta tempelan.
f. Kendaraan khusus, meliputi:
1) Mobil pemadam kebakaran.
2) Mobil ambulance.
3) Mobil jenazah.
4) Mobil crane.
5) Kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan uji.
6) Kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan perlengkapan kerja.
7) Kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya dan beracun.
8) Kendaraan bermotor untuk menjajakan barang dagangan.
9) Forklift yang berlalulintas di jalan.
Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas (Pasal 9 ayat (1)). Terhadap pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor (Pasal 16 ayat (1)). Dalam hal ini objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah berupa pelayanan pengujian kendaraan bermotor (Pasal 16 ayat (2)). Terhadap keterlambatan kewajiban uji berkala kendaraan bermotor tersebut, pemilik kendaraan bermotor diwajibkan membayar sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari nilai retribusi yang terutang (Pasal 21).
Das sollen penelitian tesis ini adalah pada pokoknya mobil angkutan barang yang beroperasi di jalan raya harus melaksanakan uji berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan harus membayar retribusi atas pelayanan uji berkala yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah melalui dinas terkait berdasarkan peraturan daerah. Tetapi pada kenyataannya (das sain), masih banyak pemilik mobil angkutan barang, yang beroperasi di jalan raya yang lalai melaksanakan uji berkala. Terhadap kelalaian tersebut pemilik kendaraan dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% untuk setiap bulannya dari nilai retribusi yang terutang, dimana pada kenyataannya sanksi tersebut tidak membuat jera pemilik kendaraan bermotor. Penelitian tesis ini terkait dengan:
a. Penegakan hukum terkait dengan implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
b. Pencegahan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara yang disebabkan oleh gas buangan kendaraan bermotor, dan pencemaran suara yang dihasilkan oleh penggunaan kendaan bermotor.
c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah berupa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
Penelitian tesis ini kemudian diberi judul; Efektivitas Besaran Sanksi Denda Atas Keterlambatan Pengujian Berkala Angkutan Mobil Barang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dikaitkan Dengan Teori kesejahtaraan.
Beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan atau kemiripan judul dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini.
1. [bookmark: _Hlk121298495][bookmark: _Hlk121298478][bookmark: _Hlk121298512]Judul penelitian; Implementasi Strategi Pengujian Kendaraan Bermotor. Peneliti; Refita Syafitri, Ike Rachmawati, dan Dine Meigawati. Hasil penelitian dimuat pada Jurnal GOVERNANSI, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138, Volume 7 Nomor 1, April 2021. Kesimpulan penelitian tersebut adalah:[footnoteRef:9] [9:  Refita Syafitri, Ike Rachmawati, Dine Meigawati, Implementasi Strategi Pengujian Kendaraan Bermotor, Jurnal GOVERNANSI, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138, Volume 7 Nomor 1, April 2021, hlm. 77.] 

a. “Sasaran dalam pengujian kendaraan bermotor secara umum sudah dikatakan cukup baik, namun masih terdapat hambatan, yaitu sebagian besar pemilik kendaraan tidak mengetahui manfaat dan tujuan dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.
b. Kebijakan terkait pengujian kendaraan bermotor belum disosialisasikan secara massif dan masih lemahnya pengawasan kepada pemilik kendaraan yang menghilangkan buku uji.
c. Rencana yang sudah dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui inovasi pembayaran retribusi secara nontunai masih terhambat pada kurangnya kesadaran masyarakat. Dengan adanya inovasi tersebut masih terdapat pemilik kendaraan yang sebagian besar belum memiliki Kartu ATM BJB karena belum mengetahui inovasi sistem pembayaran nontunai pengujian kendaraan bermotor.”

Penelitian ini bukan merupakan penelitian dalam bidang hukum, tetapi penelitian dalam bidang administrasi. Dengan demikian meskipun ada kesamaan objek penelitiannya, yaitu terkait dengan pengujian kendaraan bermotor, tetapi secara keseluruhan konstruksi penelitiannya berbeda. Meskipun demikian hasil penelitian terdahulu ini dapat memperkaya wawasan penelitian hukum yang sedang dilakukan oleh peneliti.
2. [bookmark: _Hlk121300035]Judul penelitian; Efektivitas Hukum Uji Berkala Pada Kendaraan Bermotor angkutan barang Terhadap Terjadinya Kecelakaan Di Kabupaten Lamongan. Peneliti; Winda Ningtyas, Hananto Widodo, Hezron Sabar Rotua Tinambunan. Hasil penelitian di muat pada Jurnal Hukum Novum Volume 7 Nomor 1, Januari 2020, e-ISSN 2442-4641. Kesimpulan penelitian ini adalah:[footnoteRef:10] [10:  Winda Ningtyas, Hananto Widodo, Hezron Sabar Rotua Tinambunan, Efektivitas Hukum Uji Berkala Pada Kendaraan Bermotor Jenis Pick Up Terhadap Terjadinya Kecelakaan Di Kabupaten Lamongan, Jurnal Hukum Novum Volume 7 Nomor 1, Januari 2020, e-ISSN 2442-4641, hlm. 113.] 

a. “Efektivitas Hukum uji berkala kendaraan bermotor jenis Pick Up terhadap kecelakaan di Kabupaten Lamongan sangat memahami. Hal ini dikarenakan dari kelima indikator yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor kebudayaan, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor masyarakat yang terkait dengan uji berkala di Kabupaten Lamongan ada 4 indikator yang sudah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan peraturan yang ada di Kabupaten Lamongan, tetapi ada satu indicator dimana indikator masyarakat tidak bisa mematuhi peraturan sehingga indikator ini tidak efektif dalam uji berkala kendaraan bermotor jenis Pick Up di Kabupaten Lamongan.
b. Kendala dalam uji berkala kendaraan bermotor jenis Pick Up di Kabupaten Lamongan ini adalah indicator faktor masyarakat dimana masyarakat cukup mempengaruhi efektifitas hukum. Faktor masyakarat ini tidak patuh hukum/ tidak melakukan sesuai dengan peraturan yang ada sehingga faktor masyarakat ini tidak ada keefektifan dalam melakukan uji berkala kendaraan bermotor khususnya Pick Up.”

Penelitian terdahulu ini mempunyai beberapa kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, yaitu:
a. Sama-sama merupakan penelitian hukum.
b. Objek penelitian mempunyai kesamaan, yaitu; terkait dengan uji berkala pada kendaraan bermotor jenis pick up.
Meskipun demikian, beberapa hal yang nyata-nyata membedakan kedua penelitian tersebut diantaranya adalah:
a. Tempat dilakukan penelitian berbeda.
b. Penelitian terdahulu mengkaitkan uji berkala kendaraan bermotor angkutan barang dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan peneliti mengkaitkannya dengan efektivitas sanksi administratif.
3. [bookmark: _Hlk121301155]Judul penelitian: Analisis Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang. Penelitian dilakukan oleh: Adinda Ayu Utami, Denny Hernawan, Irma Purnamasari. Penelitian diterbitkan pada: Jurnal GOVERNANSI, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138 Volume 6 Nomor 2, Oktober 2020. Adapun kesimpulan penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:[footnoteRef:11] [11:  Adinda Ayu Utami, Denny Hernawan, Irma Purnamasari, Analisis Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang, Jurnal GOVERNANSI, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138 Volume 6 Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 112.] 

a. “Bukti fisik dalam analisis kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang Dinas Perhubungan Kota Bogor dapat ditafsirkan dengan baik.
b. Reliabilitas dalam analisis kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan Dinas Perhubungan Kota Bogor dapat ditafsirkan dengan baik.
c. Daya tanggap dalam analisis kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang Dinas Perhubungan Kota Bogor dapat ditafsirkan dengan baik.
d. Jaminan dalam analisis kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang Dinas Perhubungan Kota Bogor dapat ditafsirkan dengan baik.
e. Empati dalam analisis kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang Dinas Perhubungan Kota Bogor dapat ditafsirkan dengan baik.”

Penelitian terdahulu nyata-nyata berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti kerana penelitian terdahulu bukan merupakan penelitian hukum sedangkan penelitian yang sedang dilakukan peneliti merupakan penelitian hukum. Meskipun demikian ada beberapa hal sama diantara kedua penelitian ini, yaitu: terkait dengan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang.

B. Identifikasi Masalah
1. [bookmark: _Hlk121425064][bookmark: _Hlk128908212]Bagaimanakah efektifitas denda atas keterlambatan pengujian berkala angkutan mobil angkutan barang?
2. [bookmark: _Hlk131334021][bookmark: _Hlk128913838]Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan agar sanksi denda atas keterlambatan pengujian berkala angkutan mobil angkutan barang dapat ditingkatkan efektifitasnya?

C. Tujuan Penelitian
1. [bookmark: _Hlk107319942]Untuk menganalisis efektifitas denda atas keterlambatan pengujian berkala angkutan mobil angkutan barang.
2. Untuk menganalisis dan merumuskan upaya yang dapat dilakukan agar sanksi denda atas keterlambatan pengujian berkala angkutan mobil angkutan barang dapat ditingkatkan efektifitasnya.

D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Secara Teoritis
a. Secara teoritis hasil penelitian tesis ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas sanksi administratif terhadap keterlambatan pelaksanaan uji berkala mobil angkutan barang di Kabupaten Kuningan.
b. Secara teoritis hasil penelitian tesis ini dapat membantu mencari solusi sanksi administratif yang lebih efektif untuk diterapkan pada subjek hukum yang lalai melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan uji berkala mobil angkutan barang di Kabupaten Kuningan.

2. Kegunaan Secara Praktis
a. Hasil penelitian tesis ini secara praktis dapat digunakan oleh pengambil kebijakan untuk merumuskan dan menetapkan sanksi administratif yang bersifat efektif sebagai sanksi.
b. Hasil penelitian tesis ini secara praktis dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar subjek hukum pemilik mobil barang secara sukarela dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan uji berkala kendaraannya.

E. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan judul penelitian tesis ini, maka penelitian tesis ini menggunakan teori efektivitas hukum sebagai salah satu pisau analisisnya. Kesamaan kata efektivitas adalah keefektifan.[footnoteRef:12] Sedangkan arti kata keefektifan adalah; keadaan berpengaruh, hal berkesan, kemanjuran, kemujaraban, keberhasilan.[footnoteRef:13] Dikaitkan dengan judul penelitian tesis ini, maka arti kata yang paling sesuai untuk kata efektivitas adalah keberhasilan. Dengan demikian yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah keberhasilan hukum. Sementara itu kata efektif berarti; ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna, dan mulai berlaku.[footnoteRef:14] [12:  KBBI Daring, Efektivitas, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektivitas, diunduh hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 09.00 WIB.]  [13:  KBBI Daring, Keefektifan, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keefektifan, diunduh hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 09.03 WIB.]  [14:  KBBI Daring, Efektif, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif, diunduh hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 09.08 WIB.] 

Hans Kelsen berpendapat bahwa pembahasan tentang efektifitas hukum harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan pembahasan tentang validitas hukum, yaitu sifat mengikat dari norma-norma hukum. Dalam hal ini subjek hukum harus berbuat sesuai sehingga tidak bertentangan dengan norma-norma hukum tersebut. Efektifitas hukum adalah suatu kondisi dimana subjek hukum berbuat, menerapkan, dan mematuhi norma-norma sebagaimana seharusnya.[footnoteRef:15] [15:  Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.] 

Terdapat tiga teori tentang tujuan hukum, yaitu; teori barat, teori timur, dan teori hukum Islam.[footnoteRef:16] Menurut teori barat, tujuan hukum adalah; keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut teori timur, tujuan hukum adalah; “keadilan adalah keharmonisasian, dan keharmonisasian adalah kedamaian”[footnoteRef:17]. Sedangkan tujuan hukum menurut teori Hukum Islam adalah; kemanfaatan dunia dan akhirat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, untuk kemudian kaidah-kaidah hukum tersebut harus ditegakan atau dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Setiap warga masyarakat diharapkan dapat mengetahui hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan hal-hal apa saja yang dilarang.[footnoteRef:18] Dalam hal ini rule of law dapat diartikan secara materil ataupun secara ideologis, yaitu berbagai parameter tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk, meliputi: [16:  Acmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence), Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 212.]  [17:  Ibid, hlm. 212-213]  [18:  Soerdjono Soekanto. Beberapa Permasalahan Hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia: (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis), UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 40.] 

a. Tingkat ketaatan masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif, eksekutif atau yudikatif.
b. Kaidah-kaidah hukum tersebut harus sesuai dengan hak asasi manusia.
c. Negara berkewajiban untuk menciptakan kondisi sosial yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan merupakan penghargaan terhadap martabat manusia.
d. Adanya prosedur untuk mendapatkan keadilan terhadap perbuatan sewenang-wenang penguasa.
e. Badan yudikatif yang bebas dan dapat memeriksa serta memperbaiki tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh badan eksekutif dan legislatif.[footnoteRef:19] [19:  Salman Luthan, Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis, Jurnal Hukum, Vol. IV No. 7, hlm. 57-70.] 

Teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan sikap, tindakan, atau perilaku yang pantas untuk dilakukan. Menggunakan metode berpikir deduktif-rasional yang menghasilkan pola pikir manusia yang bersifat dogmatis. Ada juga yang memandang hukum sebagai sikap, tindakan, atau perilaku manusia yang bersifat teratur. Menggunakan metode berpikir induktif-empiris, yang memposisikan hukum sebagai tindakan yang berulang dan mempunyai tujuan tertentu.[footnoteRef:20] [20:  Soerdjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia: (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis), UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 45.] 

Efektivitas hukum dalam realitas hukum (kenyataan hidup sehari-hari) dapat diketahui dengan menyatakan suatu kaidah hukum berhasil atau tidak berhasil dalam mencapai tujuanya. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar masyarakat mau mematuhi kaidah hukum adalah dengan menerapkan sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang dimaksud. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi yang bersifat negatif atau sanksi yang bersifat positif. Sanksi yang bersifat negatif memberikan hukuman atas pelanggaran terhadap norma hukum, sementara itu sanksi yang bersifat positif memberikan imbalan (hadiah) terhadap kepatuhan terhadap norma hukum.[footnoteRef:21] [21:  Ibid, hlm. 48.] 

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum diantaranya adalah:[footnoteRef:22] [22:  Ibid, hlm. 51-90.] 

a. Faktor hukumnya sendiri.
b. Faktor penegak hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat.
e. Faktor kebudayaan.
Faktor hukumnya itu sendiri. Tujuan hukum adalah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, kepastian hukum dan keadilan sering bertentangan. Hal tersebut disebabkan karena kepastian hukum bersifat konkret (nyata), sedangkan keadilan bersifat abstrak. Kepastian hukum sering diasosiasikan sebatas bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan tertulis saja, sementara itu rasa keadilan meliputi aspek yang lebih luas dari itu.
Faktor penegak hukumnya meliputi berbagai pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum, yaitu; aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum meliputi institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Tugas, fungsi, kewenangan, dan kewajiban aparat penegak hukum bersifat tertentu dintentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Penegak hukum dalam menjalankan perannya harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, dan etika untuk memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan. Profesi penegak hukum telah dilengkapi dengan kode etik yang diatur tersendiri.
Peraturan perundang-undangan terkait dengan eksistensi aparat penegak hukum di Indonesia diantaranya adalah:
a. [bookmark: _Hlk121428626]Kepolisian sebagaimana diatur oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indoneisa.
b. Kejaksaan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia.
c. [bookmark: _Hlk121428664]Kehakiman sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
d. Lembaga pemasyarakatan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
e. Advokat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung yang meliputi tenaga manusia yang memadai kualitas dan kuantitasnya, organisasi yang baik, peralatan yang lengkap, keuangan memadai, dan lain sebagainya. Apabila fasitas pendukung tidak memadai, maka penegakan hukum akan sulit nencapai tujuannya. Kemudian adanya faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum. Penegakan hukum akan sulit untuk dilaksanakan tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, antara lain; adanya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain.
Faktor masyarakat. Ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum hidup dalam masyarakat. Tujuan hukum; keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan didedikasikan untuk terwujudnya kedamaian masyarakat. Masalahnya; masyarakat mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum,[footnoteRef:23] yang mungkin saja berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Atau pendapat antar anggota masyarakat juga dimungkinkan untuk berbeda satu dengan lainnya. Berbagai pengertian masyarakat tentang hukum disebabkan karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda. Penting untuk mengumpulkan persamaan persepsi masyarakat terkait hukum daripada mengoleksi perbedaan pendapat masyarkaat terkait hukum, agar terwujud keserasian hidup dalam masyarakat. [23:  Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 87.] 

Faktor kebudayaan dalam banyak hal bersesuaian dengan faktor masyarakat karena kebudayaan bagian dari identitas masyarakat. Pemisahan  pembahasannya diperlukan karena adanya nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.[footnoteRef:24] Hukum merupakan subsistem masyarakat, sistem hukum disusun dari subsistem; struktur, substansi, dan kebudayaan. Kebudayaan meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang diangap buruk. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum diantaranya: [24:  A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Sinar harapan, Jakarta, 1988, hlm. 78.] 

a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan.
c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.
Keserasian nilai-nilai tersebut diharapkan akan menempatkan hukum pada tempat yang seharusnya.[footnoteRef:25] [25:  Ibid, hlm. 87.] 

Judul penelitian tesis ini juga terkait dengan eksistensi suatu peraturan perundang-undangan tertentu, yaitu; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan adalah hukum dalam arti sempat, dengan demikian judul penelitian tesis ini terkait dengan hukum yang ada pada sebuah negara hukum seperti negara hukum Indonesia.
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandeman. Di dalam teks asli UUD 1945, di dalam penjelasannya disebutkan; “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).” Negara hukum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:[footnoteRef:26] [26:  R. Sri Soemantri Martosoewignyo, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29] 

a. Pemerintah melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan hukum.
b. Warga negara memperoleh jaminan perlindungan HAM.
c. Adanya pembagian kekuasaan.
d. Adanya pengawasan yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan.
Konsep negara hukum Indonesia pada awalnya diadopsi dari konsep negara hukum Belanda melalui asas konkordansi.[footnoteRef:27] Seiring dengan perkembangan masyarakat, konsep negara hukum Indonesia tersebut berkembang menjadi bersifat khas Indonesia. Sebagai contoh; pada awalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia adalah sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, kemudian diganti oleh RKUHP yang telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI pada tanggal 6 Desember 2022. [27:  Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.] 

Konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep rechtsstaat (misalnya yang berlaku di Belanda) maupun rule of law (misalnya yang berlaku di Inggris). Hal tersebut diseabkan karena konsep negara hukum Indonesia memiliki ciri dan karakteristik yang khas,[footnoteRef:28] yang didasarkan pada semangat dan jiwa bangsa Indonesia yang direpresentasikan oleh sila-sila Pancasila[footnoteRef:29] yang merupakan falsafah (ideologi) negara atau Philosophische Grondslag, atau cita hukum bangsa Indonesia[footnoteRef:30] yang bersumber dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:[footnoteRef:31] [28:  Sjahran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 11.]  [29:  Arief Hidayat, Negara Hukum Berwatak Pancasila, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_15_03_arief_hidayat.pdf, diunduh pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 15.54 WIB.]  [30:  Notonogoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Kumpulan Tiga Uraian Pokok-Pokok Persoalan Tentang Pancasila, Bina Akasara, Jakarta, 1983, hlm. 53.]  [31:  Notonogoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Kumpulan Tiga Uraian Pokok-Pokok Persoalan Tentang Pancasila, Bina Akasara, Jakarta, 1983, hlm. 23-30.] 

a. Negara hukum yang bersifat kekeluargaan, mengutamakan kepentingan nasional meskipun tetap mengakui HAM.
b. Negara hukum yang memberikan kepastian hukum harus dalam rangka penegakan keadilan.
c. Negara hukum yang bersifat religious, tetapi bukan negara agama, dan bukan juga negara sekuler.
d. Negara hukum yang memposisikan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Dengan demikian Pancasila dapat digunakan untuk menguji hukum positif agar pembentukan, penerapan dan pelaksanaan hukum tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila sebagai Staatsfundamentalnor.[footnoteRef:32] [32:  Attamimi, A, Hamid S,, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara; suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Desertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.] 

e. Hukum harus dapat menjadi pemersatu, berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang bersifat netral dan universal.
Dengan kalimat yang berbeda dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum menurut Pancasila adalah; “Untuk memberikan pengayoman kepada manusia”. Yang dimaksud dengan pengayoman disini adalah hukum harus dapat melindungi manusia secara pasif dalam hal mencegah tindakan yang sewenang-wenang. Hukum juga harus dapat memberikan perlindungan kepada manusia secara aktif dalam hal menciptakan kondisi kemasyarakatan yang berlangsung secara wajar. Tujuannya adalah agar secara adil tiap-tiap manusia dapat memperoleh kesempatan yang sama dan luas untuk secara utuh dapat mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya.[footnoteRef:33] [33:  Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 190.] 

Negara hukum Pancasila dirumuskan secara berbeda, dimana dasar negara hukum Pancasila antara lain:
a. Dilandasi oleh pengakuan adanya hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum etis.
b. Terdapat susunan, kedudukan dan hubungan diantara ketiga macam hukum tersebut.
c. Terdapat hubungan antara ketiga hukum tersebut dengan negara serta hukum positif di dalam satu kerangka.[footnoteRef:34] [34:  Bambang Arumanadi dan Sunarto, Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945, IKIP Semarang Pers, Semarang, 1990, hlm. 106.] 

Terkait dengan judul penelitian tesis ini, ada beberapa konsep yang perlu terlebih dahulu disamakan pemahamannya agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran pada pelaksanaan penelitian tesis ini, diantaranya adalah:

1. Sanksi Administratif
Menurut arti kata, sanksi adalah; “tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya)”.[footnoteRef:35] Adapun administrasi adalah; “usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan”.[footnoteRef:36] Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; “Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.” Ruang lingkup administrasi pemerintahan menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1)-nya meliputi semua aktivitas: [35:  KBBI Daring, Sanksi, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi, diunduh hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 18.38 WIB.]  [36:  KBBI Daring, Administrasi, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/administrasi, diunduh hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 Pukul 18. 40 WIB.] 

a. “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;
b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;
c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan
d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.”

Ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa; “Pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif.” Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa sanksi administratif merupakan bagian dari pengaturan administrasi pemerintahan yang diamanatkan oleh undang-undang administrasi pemerintahan.
Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor masalah sanksi administratit terdapat pengaturannya di dalam Pasal 21, yaitu; “Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.” Dan di dalam Pasal 27 ayat (2), yaitu; “Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pemungutan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus disetorkan ke Kas Daerah.” Serta pasal 32; “Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.”
Tujuan penerapan sanksi administratif di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdapat penjelasannya di dalam penjelasan Pasal 21, yaitu; “Pengenaan sanksi administrasi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu) dimaksudkan untuk mendorong pemilik kendaraan bermotor melaksanakan pengujian tepat pada waktunya.” Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penerapan sanksi administrasi kepada pemilik mobil angkutan barang yang terlambat melakukan pengujian berkala kendaraannya adalah untuk mendorong agar pihak pemilik kendaraan yang dimaksud melaksanakan pengujian kendaraannya tepat waktu.

F. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu “penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan”.[footnoteRef:37] Penelitian hukum normatif fokusnya adalah kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin pakar hukum, dan lainnya.[footnoteRef:38] Khususnya dalam penelitian tesis ini terkait dengan: [37:  Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 3.]  [38:  Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 57.] 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
c. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Di dalam sebuah penelitian hukum normatif, hukum dikonsepkan oleh peneliti sebagai peraturan perundang-undangan (law in book), atau dapat juga hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang digunakan sebagai patokan manusia untuk berprilaku tertentu yang dianggap pantas.[footnoteRef:39] Penelitian hukum normatif pada umumnya diawali dengan adanya das sollen sebagai law in books (peraturan peundang-undangan), yaiitu suatu keadaan yang seharusnya ada. Kemudian menuju kepada das sein sebagai law in actions, yaitu; suatu keadaan nyata yang dihadapi oleh peneliti yang menjadi objek dari penelitian.[footnoteRef:40] [39:  Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.]  [40:  Zulfadli Barus, Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13 No. 2, Mei 2013, hlm. 311.] 

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach).[footnoteRef:41] Hal tersebut tercermin dari judul penelitian yang merujuk kepada satu peraturan perundang-undangan tertentu, yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Yang dimaksud pendekatan penelitian disini adalah “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.”[footnoteRef:42] [41:  Ibid, hlm. 82-86.]  [42:  I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 156.] 


2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian hukum ini yang merupakan penelitian hukum normatif yang uraiannya bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan objek yang sedang diteliti secara apa adanya.[footnoteRef:43] Adapun yang dimaksud dengan analitis adalah hasil penelitian ini merupakan kesimpulan dari analisa peneliti dalam melakukan penelitiannya.[footnoteRef:44] Hal tersebut disebabkan karena penelitian hukum normatif kajiannya bersifat a priori, yaitu; berprasangka sebelum mengetahui keadaan yang sesungguhnya[footnoteRef:45], menggunakan penalaran yang berbentuk silogisme, yaitu menarik simpulan yang terdiri atas premis umum, premis khusus, dan simpulan.[footnoteRef:46] Serta berfikir secara deduktif, yaitu; penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum; penyimpulan dari yang umum ke yang khusus[footnoteRef:47]. [43:  KBBI Daring, Deskriptif, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deskriptif, diunduh hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 pukul 08.10 WIB.]  [44:  KBBI Daring, Analitis, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analitis, diunduh hari Rabu tanggal 7 Desember pukul 08.19 WIB.]  [45:  KBBI Daring, Apriori, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/apriori, diunduh hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 21.40 WIB.]  [46:  KBBI Daring, Silogisme, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/silogisme, diunduh hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 21.43 WIB.]  [47:  KBBI Daring, Deduksi, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deduksi, diunduh hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 21. 48 WIB.] 


3. Tahap Penelitian
Penelitian hukum normatif mempunyai dua tahap penelitian, yaitu; tahap penelitian kepustakaan, dan tahap penelitian lapangan. Di dalam sistematika penulisan laporan penelitian dalam bentuk tesis, tahap penelitian kepustakaan khususnya digunakan pada saat penyusunan Bab I Pendahuluan dan Bab II Kajian Kepustakaan, dimana data yang diperlukannya adalah data sekunder, yaitu; data yang sudah ada tersedia sebelum penelitian ini dilaksanakan. Dengan demikian data sekunder tersebut adalah data yang sudah tersedia untuk suatu keperluan tertentu selain untuk penelitian tesis ini. Data sekunder yang dimaksud dapat berasal dari buku referensi, laporan hasil penelitian terdahulu, atau artikel (karya ilmiah) yang dimuat pada jurnal ilmiah. Data sekunder juga dapat berupa peraturan perundang-undangan dalam berbagai tingkatannya.
Data sekunder yang dimaksud bersumber dari aktivitas studi dokumentasi atau sering juga disebut sebagai studi kepustakaan, sehingga penelitian hukum normatif disebut juga studi kepustakaan. Tujuan studi kepustakaan ini adalah untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan subjek penelitian.[footnoteRef:48] [48:  M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 102.] 

Tahap penelitian selanjutnya adalah tahap penelitian lapangan dimana pada tahap ini peneliti mencari data sekunder yang relevan dan bersifat khusus terkait dengan objek penelitian ini, yang kemudian menjadi pokok bahasan dari Bab III laporan penelitian tesis. Data lapangan ini diperoleh peneliti di instansi atau dinas terkait dimana penelitian ini dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data
Data penelitian adalah fakta terkait objek penelitian, yaitu; proses uji berkala mobil barang yang dapat diamati dikaitkan dengan adanya fenomena keterlambatan melakukan uji berkala pada waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.[footnoteRef:49] Di dalam sebuah penelitian, fakta dapat dikatakan sebagai bahan baku penelitian,[footnoteRef:50] karena keberadaan data memang mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian.[footnoteRef:51] Kualitas keluaran hasil penelitian sangat ditentukan oleh kualitas data sebagai masukan dari penelitian tersebut.[footnoteRef:52] [49:  M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 85.]  [50:  Ibid.]  [51:  Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 64.]  [52:  Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula, STIA LAN, Jakarta,  hlm. 84.] 

Teknik pengumpulan data pada sebuah penelitian hukum normatif dapat menggunakan dua cara, yaitu; studi dokumentasi, dan wawancara. Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum normatif dapat menggunakan Teknik studi dokumentasi saja, atau Teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Teknik wawancara tidak dapat digunakan secara mandiri sebagai Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum normatif. Teknik dokumentasi digunakan pada tahap penelitian kepustakaan. Sedangkan teknik wawancara digunakan pada tahap penelitian lapangan.

5. Analisis Data
Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Analisis data merupakan kegiatan yang yang bersifat merubah data menjadi informasi. Data dihasilkan dari kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti, sedangkan informasi dapat diartikan sebagai makna yang diperoleh oleh peneliti sebagai hasil pencatatan selaman menjalankan penelitian.[footnoteRef:53] Objek penelitian hukum normatif adalah norma hukum, dengan demikian analisis datanya merupakan analisis data kualitatif, menggunakan kata-kata dalam susunan kalimat sehingga dapat memberi gambaran-gambaran atas temuan-temuan penelitian. Analisis data kualitatif digunakan pada penelitian hukum normatif untuk menguji norma hukum berdasarkan pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin hukum, teori hukum, atau berdasarkan rumusan norma hukum itu sendiri.[footnoteRef:54] [53:  Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula, STIA LAN, Jakarta, 2000, hlm. 28-29.]  [54:  Meruy Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006, hlm. 94] 


6. Lokasi Penelitian
a. Perpustakaan Universitas Langlangbuana yang beralamat di Jalan Karapitan No.116, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261.
b. [bookmark: _Hlk107339256]Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang beralamat di Jalan Karapitan No.116, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261.
c. Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Langlangbuana yang beralamat di Jalan Karapitan No.116, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261.
d. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kuningan yang beralamat di Jalan Moh. Toha, Padarek, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45513,
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BAB  II
TINJAUAN  TEORITIS  TENTANG  LAYANAN  PUBLIK  DI  BIDANG  LALU  LINTAS  DAN  ANGKUTAN  JALAN

A. Tinjauan Tentang Negara Kesejahteraan
Setelah berakhirnya Perang Dunia ke II, mulai berkembang konsep tentang Negara Kesejahteraan. Latar belakang munculnyaa konsep negara kesejahtaraan ini adalah terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik mayoritas masyarakat di dunia yang tidak baik sebagai akibat dari gagalnya sistem kapitalis yang diimplementasikan dalam bidang politik dan ekonomi kapitalis melalui konsep negara hukum liberal. Utrecht berpendapat bahwa negara yang secara umum dikenal sebagai tipe negara liberal, negara hanya bertindak sebagai “penjaga malam”.[footnoteRef:55] [55:  Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 14.] 

Kegagalan sistem ekonomi kapitalis melalui sistem ekonomi pasar bebas, menimbulkan krisis ekonomi pada masyarakat. Prinsip kebebasan dan persamaan dasar perhubungan masyarakat dengan negara sudah tidak memadai lagi. Peranan negara yang pada awalnya bersifat terbatas hanya sebagai penjagaan ketertiban masyarakat saja, selanjutnya diupayakan untuk diperluas dalam rangka untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada negara untuk memberikan pengaturan terhadap perekonomian masyarakat.[footnoteRef:56] [56:  Ibid, hlm. 15.] 



2

Pengertian kepentingan umum dalam perspektif hukum publik tidak dapat didefinisikan sebagai kepentingan negara dalam kapasitasnya sebagai kekuasaan yang menjaga eksistensi kepentingan kaum borjuis yang diposisikan sebagai basis masyarakat pada sebuah negara hukum liberal. Perubahan konsep negara liberal melahirkan konsep negara kesejahteraan atau welfare state (welvaarstaat), pada akhir abad ke – 19, yang kemudian berkembang pesat pada awal abad ke – 20 di eropa barat.[footnoteRef:57] [57:  Ibid.] 

Negara kesejahteraan merupakan sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui peran penting negara dalam hal pemberian pelayanan sosial yang bersifat universal dan komprehensif kepada seluruh warga negaranya. Negara merupakan organisasi tertinggi yang mempunyai cita-cita untuk hidup pada daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.[footnoteRef:58] Kesejahteraan disini adalah kesejahteraan masyarakat, meliputi juga kesejahtaraan perorangan. Dengan kata kain dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan kesejahteraan dari semua perorangan secara keseluruhan sebagai anggota dari suatu masyarakat. Yang dimaksud dengan kesejahteraan perorangan meliputi juga kesejahteraan kejiwaan (state of mind). [58:  Moh Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Renaka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 64.] 

Di Negara Inggris, konsep negara kesejahteraan merupakan alternatif dari the Poor Law yang hanya ditujukan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Negara kesejahteraan penyelenggaraan system perlindungan sosial secara kelembagaan untuk setiap orang, sebagai pelaksanaan hak warga negara, dan pelaksanaan kewajiban negara secara bersama-sama. Negara kesejahteraan ditujukan untuk sebesar-besar masyarakat. Negara Kesejahteraan berupaya menyelenggarakan jaringan pelayanan yang berfungsi unuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga Negara secara adil dan berkelanjutan.[footnoteRef:59] [59:  Ibid, hlm. 65.] 

Merujuk lebih jauh ke belakang, ide dasar Negara kesejahteraan berawal pada sekitar abad ke-18, ketika Jeremy Bentham (1748- 1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebahagian sebagian besar masyarakat. Prinsip utilitarianisme Jeremy Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan rasa sakit adalah buruk. Dengan demikian semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin masyarakat.
Esping Anderson berpendapat bahwa konsep negara kesejahteraan tidak menggunakan pendekatan baku. Ciri negara kesejahteraan adalah adanya kebijakan pelayanan sosial yang disediakan oleh negara untuk warga negaranya. Layanan sosial yang dimaksud seperti:
1. Pelayanan pendidikan.
2. Transfer pendapatan.
3. Pengurangan kemiskinan, dan lain-lain.
Dalam hal ini negara kesejahteraan dan kebijakan sosial sering dipersepsikan sebagai dua hal yang sama.[footnoteRef:60] Negara kesejahteraan merujuk pada peran negara yang bersifat aktif dalam rangka mengelola perekonomian negara yang meliputi “tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya‟.[footnoteRef:61] [60:  Siswo Yudo Husodo, Mimpi Negara Kesejahteraan, pengantar, LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa, Jakarta, 2006, hlm. 8.]  [61:  Ibid, hlm, 9.] 

Negara kesejahteraan melakukan berbagai upaya untuk membebaskan warga negaranya dari ketergantungan untuk memperoleh kesejahtaraan dengan menggunakan mekanisme pasar bebas. Kesejahtaraan diposisikan sebagai hak setiap warga negara yang dapat diperoleh melalui berbagai kebijakan sosial yang dibuat oleh Negara.[footnoteRef:62] [62:  Ibid.] 

Negara kesejahteraan mempunyai ciri utamanya adalah adanya kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Ajaran negara kesejahteraan merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip pembatasan peran negara untuk berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi peran negara untuk aktif menyelenggarakan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, dan menjaga ketertiban serta keamanan (rust en orde).[footnoteRef:63] [63:  S. F. Marbun, Hukum Administrasi Negara I, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 14-15.] 

Utrecht berpendapat bahwa pada suatu negeri yang bersifat modern, lapangan pekerjaan pemerintah sangatlah luas, karena selain bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya. Masa ekonomi liberal telah ditinggalkan, ditandai dengan digantinya sistem ekonomi liberal klasik dengan sistem ekonomi yang dipimpin oleh pusat (central geleide economie), dikotomi antara negara dengan masyarakatnya sudah tidak relevan lagi.[footnoteRef:64] [64:  E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ichtiar baru, Jakarta, 1985, hlm. 3-4.] 

Ideologi negara kesejahteraan diposisikan sebagai landasan kedudukan dan fungsi pemerintah di dalam negara modern. Konsep negara kesejahteraan melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Konsep negara kesejahteraan inilah yang mengilhami Bung Hatta sebagai pejuang dan pendiri Negara Republik Indonesia.[footnoteRef:65] [65:  W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm. 1.] 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan model negara kesejahteraan dengan tujuan yang akan dicapainya adalah:[footnoteRef:66] [66:  Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, hlm. 267.] 

1. Menggunakan sumber daya sosial ekonomi untuk sebesar-besarnya kepentingan publik.
2. Distribusi kekayaan dilakukan secara adil dan merata.
3. Mengurangi tingkat kemiskinan.
4. Menyelenggarakan asuransi sosial bagi masyarakat miskin.
5. Subsidi untuk layanan sosial dasar bagi orang yang tidak beruntung.
6. Perlindungan sosial bagi setiap warga negara.
Tujuan pokok negara kesejahteraan dirumuskan untuk menetapkan penilaian apakah masyarakat sudah sejahtera atau belum, dan untuk memberi kemudahan bagi negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pokok tersebut merupakan bagian dari tujuan akhir negara kesejahteraan, yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat,[footnoteRef:67] meliputi semua aspek kehidupan. Kesejahteraan terkait secara langsung dengan harkat dan martabat manusia. Sebuah negara kesejahteraan pada umumnya mencantumkan bentuk-bentuk kesejahteraan pada konstitusi negaranya. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan melalui “keadilan sosial” sebagaimana dimaksud sila ke-5 Pancasila, yang kemudian dijabarkan di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya menghendaki agar kekayaan  didistribusikan secara merata dan seimbang kepada seluruh warga negara, dan menjadi tugas pokok pemerintah untuk menyediakan anggaran bagi rakyat yang tidak mampu dan anak-anak terlantar sebagaimana dimaksud Pasal 34 (1) UUD 1945.[footnoteRef:68] [67:  Ibid.]  [68:  Ibid.] 

Untuk mencapai tujuan pokok tersebut menurut konsep negara kesejahteraan, diperlukan adanya intervensi negara dalam bentuk regulasi, khususnya melalui sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal tersebut untuk mewujudkan kewajiban negara dalam mengupayakan kesejahteraan umum.[footnoteRef:69] [69:  Ibid. hlm. 268.] 




B. Pajak
1. Pengertian Pajak
Pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan, yang sifatnya dapat di paksakan, serta tidak mendapat imbalan secara langsung, dan di gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[footnoteRef:70] [70:  Mardiasmo, Perpajakan, Penerbit Andi. Yogyakarta, 2016, hlm. 22-23.] 

Menurut Rochmat Soemitro; “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum”.[footnoteRef:71] Sedangkan menurut S.I. Djajadiningrat: “Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan asebagai dari kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian,dan perbuatan yang memeberikan kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapakan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahtraan secara umum”.[footnoteRef:72] [71:  Waluyo, Perpajakn Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2017, hlm. 3.]  [72:  Siti Resmi, Perpajakan,Teori dan Kasus. Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 1.] 

Ciri-ciri pengertian pajak adalah sebagai berikut:[footnoteRef:73] [73:  Ibid, hlm. 2.] 

1. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang.
2. Dalam pembayaran pajak tidak ada kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah untuk wajib pajak.
3. Pajak di pungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pajak di peruntukkan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Pajak
Pajak mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pebangunan nasional. Hal tersebut disebabkan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah. Beberapa fungsi pajak adalah sebagai berikut:[footnoteRef:74] [74:  Neneng Hartati, Pengantar Perpajakan, Pustaka Setia, Jakarta, 2015, hlm. 35-37.] 

1. Fungsi anggaran, bagian dari sektor publik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan uang pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi mengatur, pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditentukan.
Fungsi pajak yang lainnya:[footnoteRef:75] [75:  Diana Sari, Konsep Dasar Perpajakan, Rapika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 40.] 

1. Fungsi stabilitas. Pemerintah memiliki anggaran dari penapatan pajak yang kemudian digunakan untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat di kendalikan.
2. Fungsi redistribusi pendapata. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan dalam segala bidang memerlukan tambahan tenaga kerja yang berdampak secara langsung terhadap terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat, dan potensi peningkatan pendapatan masyarakaat, yang kemudian mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Fungsi demokrasi. Pungutan pajak dapat dilihat sebagai wujud gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
Tiga jenis kelompok pajak, yaitu:[footnoteRef:76] [76:  Siti Resmi, Perpajakan,Teori dan Kasus. Salemba Empat, Yogyakarta, 20011, hlm. 7-8.] 

1. Berdasarkan golongannya;
a. Pajak Langsung, harus di pikul sendiri dan tidak dapat di bebankan / di limpahkan kepada orang lain. Contoh: PPh, PPN, PPn BM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
b. Pajak Tidak Langsung.
c. Pajak yang dapat di bebankan / di limpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Berdasarkan sifatnya;
a. Pajak Subjektif, berpangkal pada subjeknya, memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPn).
b. Pajak Objektif, berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPn BM).
3. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya pajak:[footnoteRef:77] [77:  Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 45-46.] 

a. Pajak Pusat, dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan Dan Beamatrai.
b. Pajak Daerah, dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah.
1) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

3. Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara
Peraturan perundang-undang terkait dengan masalah pajak yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. [bookmark: _Hlk131319842][bookmark: _Hlk130443082]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, kemudian diubah oleh;
2. [bookmark: _Hlk131319858]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, kemudian diubah oleh;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, kemudian diubah oleh;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, kemudian diubah oleh;
5. [bookmark: _Hlk130443592]Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, kemudian diubah oleh;
2. [bookmark: _Hlk130444086]Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui;
3. [bookmark: _Hlk131320024]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, kemudian diubah oleh;
4. [bookmark: _Hlk131320048]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, kemudian diubah oleh:
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kemudian diubah oleh:
6. [bookmark: _Hlk130444658]Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Tabel 1. Penerimaan Negara
[image: ]
Berdasarkan data sebagaimana yang terdapat pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan negara yang paling besar berasal dari perpajakan yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat memberikan gambaran pentingnya penerimaan negara yang berasal dari pajak tersebut.
Pajak merupakan salah satu kewajiban warganegara untuk berperan serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak dingunakan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan yang pada pokoknya bertujuan melaksanakan amanat yang terdapat pada alinea keempa pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu; untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.
Menurut Rochmat Soemitro, Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya, dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk, dan yang dingunakan untuk membayar pengeluaran umum.[footnoteRef:78] Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan; “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” [78:  Fidel, Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan, Rajagravindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 4.] 

Menurut Adriani, pajak adalah iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya, yang terutang oleh yang dapat membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengann tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.[footnoteRef:79] [79:  Hamdan Aini, Perpajakan, Bumi aksara, Jakarta, 2010, hlm. 1. Lihat juga: Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, Salemba empat, Jakarta Selatan, 2011, hlm. 1.] 

Berdasarkan definisi tersebut, maka unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut:
1. Iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara.
2. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan Undang-undang.
3. Tidak ada timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung yang diterima rakyat.
4. Dapat dipaksakan pelaksanaannya.
5. Hasil pajak untuk membiayai pembangunan negara.
Fungsi pajak menurut Mardiasmo Fungsi Pajak ada dua, yaitu:[footnoteRef:80] [80:  Mardiasmo, Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2016, hlm. 4.] 

1. Fungsi penerimaan (budgetair), yaitu; pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (reguleren), yaitu; pajak merupakan alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi
Mardiasmo berpendapat bahwa agar tidak ada hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak, pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:[footnoteRef:81] [81:  Ibid.] 

1. Syarat adil; pemungutan Pajak harus adil, sesuatu dengan tujuan hukum utuk mencapai keadilan. Adil dalam pelaksanaan dan penerapannya.
2. Syarat yuridis; pemungutan pajak harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Syarat ekonomis; tidak mengganggu kegiatan perekonomian masyarakat.
4. Syarat finansil; pemungutan pajak harus efisiensi, biaya memungut pajak rendah sementara hasilnya tinggi.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya didasarkan kepada beberapa teori sebagai berikut:
1. Teori asuransi. Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya, masyarakat harus membayar prime (pajak) agar negara dapat menjalankan tugasnya.
2. Teori kepentingan. Pembagian beban pajak harus didasarkan kepada kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang beserta harta bendanya. Sudah sewajarnya apabila semua biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada masyarakat.
3. Teori gaya pikul. Keadilan pungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya. Gaya pikul masyarakat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran seseorang.
4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti). Karena sifat negara maka timbullah hak mutlak negara untuk memungut pajak. Membayar pajak adalah bukti bakti seseorang (masyarakat) kepada negara.
5. Teori asas gaya beli. Fungsi pungutan pajak adalah mengambil gaya beli dari rumah tangga untuk dialihkan ke rumah tangga negara. Kemudian negara menyalurkannya kembali ke masyarakat untuk membawa masyarakat ke arah tertentu. Menurut teori ini penyelenggaraan kepentingan masyarakat merupakan dasar keadilan pemungutan pajak.
Menurut Agus dan Trisnawati pajak dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan; golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutannya.[footnoteRef:82] [82:  Nelati Asril, Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Tingkat Penerimaan Tunggakan Pajak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makasar, 2014 , hlm. 7.] 

1. Menurut Golongannya; pajak langsung dan pajak tidak langsung.
a. Pajak langsung, adalah; pajak yang menjadi beban langsung wajib pajak, dan tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain.
b. Pajak tidak langsung, adalah; pajak yang bebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Menurut Sifatnya; pajak subjektif dan pajak objektif.
a. Pajak subjektif, adalah; pajak yang berdasarkan/memperhatikan subjeknya.
b. Pajak objektif, adalah; pajak yang berdasarkan/memperhatikan objeknya.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya; pajak pusat dan pajak daerah.
a. Pajak Pusat, adalah; pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.
b. Pajak Daerah, adalah; pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.
Terdapat 4 (empat) golongan tarif pajak, yaitu:[footnoteRef:83] [83:  Mardiasmo, Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2016, hlm. 11-12.] 

1. Tarif sebanding/proporsional. Tarif pajak merupakan persentase tetap terhadap nilai yang kena pajak.
2. Tarif tetap. Tarif pajak sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak.
3. Tarif progresif. Persentase semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif progresif dibagi menjadi:
a. Tarif progresif progresif; kenaikan persentase semakin besar.
b. Tarif progresif tetap; kenaikan persentase tetap.
c. Tarif progresif degresif; kenaikan persentase semakin kecil.
4. Tarif Degresif. Persentase tarif pajak semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
Sistem pemungutan pajak, diantaranya adalah:[footnoteRef:84] [84:  Haula Rosdiana & Edi Slamet Irianto, Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia, Transmedia pustaka, Jakarta Selatan, 2011, hlm. 55-56.] 

1. Selft Assesment System. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya.
2. Official Assesment System. Pemerintah (fiskus) yang menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assesment diantaranya adalah:
a. Fiskus menentukan besarnya pajak terutang.
b. Wajib pajak bersifat pasif.
c. Utang pajak baru timbul setelah adanya surat ketetapan pajak yang dibuat oleh fiskus.
3. With Holding System. Pihak ketiga berwenang untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang.
Asas-asas pemungutan pajak menurut Waluyo antara lain:[footnoteRef:85] [85:  Waluyo, Perpajakan Indonesia edisi 12 buku 1,Salemba Empat, Jakarta, 2017, hlm. 16.] 

1. Equality, pajak yang dikenakan harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau abilityto pay, serta sesuai dengan manfaat yang diterima.
2. Certainty, wajib pajak harus mengetahui dengan jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. Economy, biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.
Hambatan pemungutan pajak menurut Mardiasmo dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:[footnoteRef:86] [86:  Rimsky K. Judisseno, Perpajakan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 8.] 

1. Perlawanan Pasif, yaitu; masyarakat enggan membayar pajak, diantaranya disebabkan kerana:
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
c. Sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif, yaitu; semua usaha yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan maksud untuk menghindari pajak, seperti:
a. Tax Avoidance, upaya untuk meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.
b. Tax Evacion, upaya untuk meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara melanggar hukum.
Utang pajak merupakan pajak yang masih belum dibayar, dan harus dibayar oleh wajib pajak, termasuk sanksi administrasi (apabila ada). Sanksi administratif tersebut dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan kewajiban pajak yang tercantum di dalam surat ketetapan pajak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Timbulnya utang pajak berkaitan dengan:
1. Pembayaran pajak.
2. Pemasukkan surat keberatan.
3. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa.
4. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan lain-lain.
5. Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya.
Ada dua ajaran yang terkait dengan timbulnya utang pajak, yaitu; ajaran materiil dan ajaran formil.
1. Menurut ajaran materiil; utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Seseorang secara aktif menentukan sendiri apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak. Ajaran ini sesuai dengan implementasi Self Assesment System.
2. Menurut ajaran Formil; utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini sesuai dengan implementasi Official Assesment System.
Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:
1. Pembayaran, yang dilakukan oleh Wajib Pajak ke Kas Negara.
2. Kompensasi, kelebihan membayar pajak dikompensasikan kepada kewajiban pembayaran pajak lainnya.
3. Daluwarsa, hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Daluwarsa panagihan pajak tertangguh, diantaranya karena; diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
4. Pembebasan, pembebasan pada umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi diberikan terhadap sanksi administrasi.
5. Penghapusan, diberikannya dengan mempertimbangkan keadaan Wajib Pajak.
[bookmark: _Hlk131321529]Terkait dengan efektivitas penagihan pajak, efektivitas hanya melihat apakah suatu kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah sebagai: Serangkaian tindakan yang ditujukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulka pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, atau menjual barang yang telah disita.[footnoteRef:87] [87:  Waluyono, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2011, hlm. 90.] 

Mardiasmo[footnoteRef:88] mendefenisikan Penagihan pajak sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh fiskus yang disebabkan oleh Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan perudang-undangan terkait pajak, khususnya terkait pambayaran pajak yang terutang. Penagihan pajak meliputi kegiatan; pembuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan harta wajib pajak, lelang harta wajib pajak, pencegahan yang dilakukan terhadap wajib pajak agar tidak bepergian ke luar negeri, dan penyanderaan yang dilakukan terhadap wajib pajak. [88:  Mardiasmo, Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2016, hlm. 151.] 

Penagihan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (fiscus) karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak, yang dilaksanakn dengan cara pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan. Dasar hukum kegiatan penagihan pajak Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, bahwa dasar penagihan pajak adalah sebagai berikut:[footnoteRef:89] [89:  Agus Suharsono, Ketentuan Umum Perpajakan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 178.] 

1. Surat Tagihan Pajak (STP), merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), merupakan surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
4. Surat Keputusan Pembetulan, merupakan surat keputusan yang membetulkan berbagai kesalahan perhitungan atau penagihan pajak.
5. Surat Keputusan Keberatan, merupakan Surat Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
6. Putusan Banding, merupakan putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

C. Retribusi
1. Pengertian Retribusi
Retribusi adalah sumber penerimaan pemerintah daerah, dan merupakan sumber utama dari pendapatan badan pembangunan daerah.[footnoteRef:90] Retribusi mempunyai hubungan langsung dengan prestasi yang diberikan oleh pemungut retribusi. Hal tersebut disebabkan karena pembayaran retribusi ditunjukan untuk mendapatkan suatu prestasi yang disediakan oleh Pemerintah.[footnoteRef:91] [90:  Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hlm. 55-56.]  [91:  Waluyo, Perpajakan Indonesia, Selemba Empat, Jakarta, 2017, hlm. 6.] 

Definisi retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh wajib pajak karena telah menggunakan jasa yang disediakan oleh negara, atau dapat juga merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dimana jasa balik atas iuran tersebut secara langsung dapat ditunjuk. Yang dimaksud dengan paksaan di sini bersifat ekonomis karena yang tidak mendapat jasa balik dari negara, yang bersangkutan tidak dikenai iuran yang dimaksud.[footnoteRef:92] [92:  Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2010, hlm. 170.] 

Menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, retribusi adalah; “pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.[footnoteRef:93] [93:  Erly Suandy, Hukum Pajak, Selemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 228.] 

Menurut ketentuan Pasal 24A UUD 1945, retribusi merupakan bagian dari pungutan yang bersifat memaksa yang ditarik oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.[footnoteRef:94] Sedangkan definisi retribusi menurut Munawir adalah iuran yang diberikan kepada negara yang pelaksanaannya dapat dipaksakan, dan mendapat jasa balik secara langsung.[footnoteRef:95] Berdasarkan pendapat tersebut, karakteristik retribusi adalah:[footnoteRef:96] [94:  Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 26.]  [95:  Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 27.]  [96:  Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Sinar Grafika, Bandung, 2012, hlm. 127.] 

1. Pungutan retribusi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Retribusi merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu oleh negara / pemerintah.
3. Adanya prestasi langsung dari negara /pemerintah yang diberikan kepada individu atau badan hukum yang melakukan pembayaran retribusi berupa jasa.
4. Pendapatan retribusi digunakan oleh negara / pemerintah untuk penyelenggaraan pelayanan umum berkait dengan retribusi yang dimaksud.
5. Pelaksanaan rekribusi dapat dipaksakan, dan retribusi biasanya bersifat ekonomis.
Retribusi merupakan bagian dari sumber pendapatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penggolongan retribusi dapat dilakukan berdasarkan sifat-sifat maupun ciri-ciri yang dimiliki oleh retribusi tersebut.[footnoteRef:97] [97:  Muhammad Djafar Saidi, op.cit, hlm. 27.] 


2. Retribusi Sebagai Kewenangan Daerah
[bookmark: _Hlk130456314]Terkait dengan masalah retribusi, saat ini berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21; “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 22; “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”
Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib yang tidak mendapat imbalan secara langsung, sedangkan restribusi daerah adalah pembarayan atas jasa atau pemberian izin tertentu. Dengan demikian atas pembayaran retribusi daerah tersebut, masyarakat menerima sesuatu dalam bentuk;
1. Jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah yang dapat digunakan atau dinikmati oleh masyarakat.
2. Izin-izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah yang dapat dimiliki oleh masyarakat.
Pengertian retribusi adalah “pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara”. Atau dapat dikatakan sebagai iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya, dan pemberi iuran akan menerima jasa balik secara langsung yang dapat ditunjuk. Yang dimaksud dengan paksaan di sini adalah paksaan yang bersifat ekonomis. Dengan catatan bahwa bagi siapa saja yang tidak menerima jasa balik dari Pemerintah tersebut, yang bersangkutan tidak dikenakan iuran yang dimaksud.[footnoteRef:98] [98:  Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2010, hlm. 170.] 

Dengan demikian karakteristik retribusi adalah:
1. Retribusi dipungut berdasarkan hukum.
2. Retribusi merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.
3. Adanya prestasi langsung yang diterima oleh yang membayar retribusi dari negara.
4. Penerimaan retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkait dengan retribusi tersebut.
5. Pelaksanaan retribusi dapat dipaksakan. Paksaan tersebut bersifat ekonomis.
Retribusi daerah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut oleh peraturan daerah,[footnoteRef:99] Substansi peraturan daerah terkait retribusi daerah setidaknya meliputi: [99:  Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika, Makasar, 2005, hlm. 78.] 

1. Objek dan Subjek Retribusi.
2. Golongan Retribusi.
3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
4. Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.
5. Struktur dan besarnya tarif retribusi.
6. Wilayah pumungutan.
7. Tata cara pemungutan.
8. Sanksi Administrasi.
9. Tata cara penagihan.
10. Tanggal mulai berlakunya.
Peraturan daerah tentang retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai:[footnoteRef:100] [100:  Deddy Supriyady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 285-286.] 

1. Masa Retribusi.
2. Pemberian keringanan dan pembebasan atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.
3. Tata cara penghapusan piutang retribusi kadaluwarsa.
Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan seluruhnya. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat bekerjasama dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.[footnoteRef:101] [101:  Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, RajaGrafindo Persada, Bandung, 2005, hlm. 455-456.] 

[bookmark: _Hlk130615690]Besarnya pungutan retribusi harus sama dengan nilai dari manfaat yang diterimanya.[footnoteRef:102] Besarnya retribusi untuk jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian tarif retribusi merupakan nilai rupiah dari persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.[footnoteRef:103] Menurut ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah adalah; retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. [102:  Suparmoko, Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah, Andi, Purwokerto, 2001, hlm. 85.]  [103:  Deddy Supriyady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 284] 

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.[footnoteRef:104] [104:  Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, RajaGrafindo Persada, Bandung, 2005, hlm. 435.] 

1. Retribusi Jasa Umum ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut.[footnoteRef:105] [105:  Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Yogyakarta, 2011, hlm. 235.] 

a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
b. Jasa tersebut merupakan kewenangan daerah dalam rangka desentralisasi.
c. Jasa tersebut memberi manfaat bagi umum dan orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi.
d. Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.
e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien.
g. Pemungutan retribusi menjamin penyediaan jasa berada pada tingkat dan/atau kualitas layanan yang lebih baik.
2. [bookmark: _Hlk130458357]Jenis Retribusi Jasa Umum. Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, meliputi; pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, palayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Hal tersebut terdapat juga pengaturannya di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah Pasal 2 ayat 2 beserta penjelasannya, sebagaimana di bawah ini.
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan. Kemudian dijelasan bahwa pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, balai pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Kemudian dijelaskan bahwa pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan sampah rumah tangga; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Kemudian dijelaskan bahwa Akte catatan sipil meliputi Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akte Kematian.
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Kemudian dijelaskan bahwa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan termasuk penggalian dan pengurukan, pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pengabuan mayat yang dikelola pemerintah daerah.
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Kemudian dijelaskan bahwa pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah.
f. Retribusi Pelayanan Pasar. Kemudian dijelaskan bahwa pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang; tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD, pihak swasta.
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Kemudian dijelaskan bahwa pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Kemudian dijelaskan bahwa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau perizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran.
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. Kemudian dijelaskan bahwa peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta dasar (peta garis), peta foto, peta digital, dan lain-lain.
j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. Kemudian dijelaskan bahwa pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Kemudian dijelaskan juga bahwa subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum.[footnoteRef:106] [106:  Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, RajaGrafindo Persada, Bandung, 2005, hlm. 440.] 

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang bersifat komersial karena jasa yang dimasksud selain dapat disediakan oleh pemerintah daerah, dapat juga disediakan oleh perusahaan swasta.[footnoteRef:107] Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, retribusi jasa usaha meliputi: (a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; (b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; (c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; (d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; (e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; (f) pelayanan jasa kepelabuhanan; (g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; (h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; (i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan (j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [107:  Ibid, hlm. 436.] 

1. Kriteria retribusi jasa usaha ditentukan sebagai berikut.[footnoteRef:108] [108:  Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Yogyakarta, 2011, hlm. 235.] 

a. Retribusi jasa usaha yang bukan merupakan pajak dan bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
b. Jasa tersebut merupakan jasa yang bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh perusahaan swasta, tetapi pada keyataannya belum dapat dipenuhi oleh perusahaan swasta.
2. Jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah Pasal 3 ayat 2 dan penjelasannya, sebagaimana di bawah ini.[footnoteRef:109] [109:  Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, RajaGrafindo Persada, Bandung, 2005, hlm. 442.] 

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah. Kemudian dijelaskan juga bahwa pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah. Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/telepon di pinggir jalan umum.
b. Retribusi pasar grosir dan/atau perkotoan. Kemudian dijelaskan juga bahwa pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
c. Retribusi tempat pelelangan. Kemudian dijelaskan juga bawah tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi termasuk jasa fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
d. Retribusi terminal. Kemudian dijelaskan juga bahwa pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
e. Retribusi tempat khusus parkir. Kemudian dijelaskan juga bahwa pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
f. Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa. Kemudian dijelskan juga bahwa pelayanan tempat penginapan / pesanggrahan / villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang dimiliki dan atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
g. Retribusi penyedotan kakus. Kemudian dijelaskan juga bahwa pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara dan pihak swasta.
h. Retribusi rumah potong hewan. Kemudian dijelaskan juga bahwa pelayanan rumah potong hewan adalah penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal. Kemudian dijelaskan juga bahwa pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Kemudian dijelaskan juga bahwa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
k. Retribusi penyeberangan di atas air. Kemudian dijelaskan juga bahwa pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan diatas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
l. Retribusi pengolahan limbah cair. Kemudian dijelaskan juga bahwa [elayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah. Kemudian dijelaskan juga bahwa penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah antara lain, bibit/benih tanaman, bibit ternak, tidak termasuk penjualan produksi usaha Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
3. Subjek dan wajib retribusi jasa usaha. Kemudian dijelaskan juga bahwa subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikamati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa usaha merupakan wajib retribusi jasa usaha.[footnoteRef:110] [110:  Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, RajaGrafindo Persada, Bandung, 2005, hlm. 444.] 

Retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.[footnoteRef:111] Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pasal 88 ayat (4), retribusi perizinan tertentu meliputi; (a) persetujuan bangunan gedung (merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung); (b) penggunaan tenaga kerja asing (merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing); dan (c) pengelolaan pertambangan rakyat (merupakan pungutan berupa iuran pertambangan rakyat). [111:  Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, RajaGrafindo Persada, Bandung, 2005, hlm. 436.] 

1. Kriteria retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut.[footnoteRef:112] [112:  Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Yogyakarta, 2011, hlm. 235.] 

a. Perizinan tersebut merupakan kewenangan pemerintahan pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
b. Perizinan tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan umum. Kerena pemberian izin tersebut memerlukan biaya maka sudah selayaknya dibiayai dari retribusi perizinan
2. Jenis retribusi perizinan tertentu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 ayat (2) beserata penjelasannya, sebagai berikut:[footnoteRef:113] [113:  Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, RajaGrafindo Persada, Bandung, 2005, hlm. 446.] 

a. Retribusi izin mendirikan bangunan. Kemudian dijelaskan juga bahwa izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan satu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan pemantauan pelaksanaan bangunannya, agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Kemudian dijelaskan juga bahwa izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
c. Retribusi izin gangguan. Kemudian dijelaskan juga bahwa izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan; tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Saat ini ketentuan terkait dengan izin gangguan sudah dicabut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah; “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2-nya, ketentuan tersebut berlaku sejak tanggal 29 Maret 2017.
d. Retribusi izin trayek. Kemudian dijelaskan juga bawha izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.
e. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek retribusi perizinan tertentu dapat merupakan wajib retribusi perizinan tertentu.[footnoteRef:114] [114:  Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, RajaGrafindo Persada, Bandung, 2005, hlm. 447.] 


D. Sanksi Administrasi Sebagai Sarana Penegakan Hukum
Hukum merupakan sarana dimana didalamnya mengandung nilai-nilai tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya.[footnoteRef:115] Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan hukum adalah pikiran-pikiran yang dimiliki oleh badan pembuat undang-undang, yang kemudian dirumuskan dalam peraturan hukum, yaitu; perumusan pemikiran pada pembuat hukum yang kemudian dituangkan di dalam peraturan hukum, yang turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dilaksanakan.[footnoteRef:116] [115:  Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 291.]  [116:  Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Sebagai Tianjauan Soaiologis, Genta Publishin, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.] 

Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai dalam tahap akhir penciptaan hukum sebagai social engineering, dan untuk memelihara sertamempertahankan social control demi tercapainya kedamaian pergaulan hidup.[footnoteRef:117] Penegakan hukum bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja, tetapi menjadi tugas dari semua warga negara untuk sebaik-baiknya mengupayakan pencapaiannya. [117:  Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 13.] 

Hakikat penegakan hukum adalah merupakan bentuk sah penggunaan kekerasan terhadap seseorang yang menolak tunduk pada aturan-aturan atau keputusan-keputusan hukum.[footnoteRef:118] Tindakan represif dan preventif terhadap kekerasan adalah dengan menggunakan kekerasan juga yang kemudian disebut sanksi hukum. Kekerasan dalam bentuk sanksi hukum harus dirumuskan oleh sistem hukum itu sendiri. Dengan demikian bentuk formal dari kekerasan dalam bentuk sanksi hukum adalah aturan hukum atau keputusan hukum.[footnoteRef:119] [118:  Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 20.]  [119:  B. Arief Sidharta, Pandangan Ad. Peperzak Tentang Hukum Dan Kekuasaan. Dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XIV Nomor 2, April 1996, hlm. 2-3.] 

Sarana penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi dua hal, yaitu:
1. Pengawasan yang dilakukan terhadap organ pemerintahan agar dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang.
2. Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.[footnoteRef:120] Supaya hukum administrasi dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku melalui pengawasan terhadap organ pemerintahan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.[footnoteRef:121] [120:  Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 296.]  [121:  P. Nicolai, et al, Bestuursrecht, Amsterdam, 1994, hlm. 469.] 

Pendapat senada disampaikan oleh Ten Berge, bahwa instrument penegakan hukum administrasi negara pada dasarnya meliputi:[footnoteRef:122] [122:  Philipus M. Hardjon, Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tulisan dalam buku, Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaran Hukum Dan Pemerintahan Yang Layak, B. Arief Sidarta, et., al., Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 337.] 

1. Pengawasan. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.
2. [bookmark: _Hlk130619442]Penegakan sanksi. Penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.
Paulus E. Lotulung berpedapat bahwa pengawasan dalam hukum administrasi negara ada bermacam-macam. Ditinjau dari segi kedudukan badan atau organ yang melaksanakan kontrol terhadap badan atau organ yang dikontrol, dapat dibedakan antara:[footnoteRef:123] [123:  Paulus E. Lotulung, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum. Terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. xv-xviii.] 

1. Kontrol intern, pengawasan dilaksanakan oleh badan yang secara organisatoris masih menjadi bagian dari pemerintah itu sendiri.
2. Kontrol ektern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang secara organisatoris berada di luar pemerintah.
Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa akan tidak ada gunanya untuk memasukan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi masyarakat di dalam peraturan perundang-undangan, apabila hal tersebut tidak dapat dipaksakan. Oleh sebab itu sanksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari norma hukum tertentu untuk memaksakan perlakunya peraturan perunang-undangan.[footnoteRef:124] [124:  Philipus M. Hardjon, Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tulisan dalam buku, Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaran Hukum Dan Pemerintahan Yang Layak, B. Arief Sidarta, et., al., Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 246.] 

Kewenangan pemerintah untuk penggunaan dan penerapan sanksi administrasi, merupakan kewenangan yang didasarkan atas hukum administrasi. Sanksi administrasi yang timbul merupakan akibat dari hubungan pemerintah dan warga negara tanpa melalui peradilan karena sanksi tersebut diberikan secara langsung oleh organ pemerintah yang mengeluarkan keputusan tersebut, tetapi dalam beberapa hal ada sanksi administrasi yang harus melalui proses peradilan.
Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara dapat terjadi, karena:
1. Kumulasi internal, merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau sanksi perdata, pemerintah dapat menggunakannya dalam kapasitasnya sebagai badan hukum untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya.
2. Kumulasi eksternal, merupakan penerapan sanksi administrasi yang terpisah dengan sanksi lainnya.[footnoteRef:125] [125:  H. R. W. Gokkel en N, van der Wal, Jurisch Latin, Edisi Indonesia, Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 67.] 

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum yang bersifat mengatur memiliki larangan-larangan dimana apabila larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi pada saat terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi.[footnoteRef:126] [126:  Sri Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: suatu pendekatan komparasi, Jurnal Adminitrasi Pemerintahan Vol 2 Issue 1 (2019), hlm. 126.] 

Menurut Black’s Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah; “a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)”, tindakan hukuman atau paksaan yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau perintah (sanksi untuk penyalahgunaan pelanggara). Sebuah hukuman merupakan tindakan memaksa terhadap kegagalan untuk mematuhi peraturan perundang-undang.[footnoteRef:127] Hans Kelsen bependapat bahwa sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif (sistem komunikasi yang menggunakan paksaan dan kekerasan[footnoteRef:128]) masyarakat atas tingkah laku manusia yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma menurut Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Norma dapat dikatakan legal apabila dilengkapi dengan sanksi.[footnoteRef:129] [127:  Samsul Ramli dan Fahrurrazi, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 191.]  [128:  KBBI Daring, Koersi, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/koersi, diunduh tanggal 25 Maret 2023.]  [129:  Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 84.] 

Definisi sanksi menurut dalam Hukum Administrasi adalah; “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Dengan demikian terdapat empat unsur sanksi dalam hukum Administrasi Negara, yaitu:
1. Sebagai alat kekuasaan (machtmiddelen).
2. Bersifat hukum publik (publiekrechtelijke).
3. Digunakan oleh pemerintah (overheid).
4. Sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (reactive op nietnaleving).[footnoteRef:130] [130:  Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 315.] 

Sanksi administrasi memiliki fungsi instrumental untuk pencegahan dan mengatasi perbuatan yang terlarang, untuk melindungi kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum tersebut. Sanksi administrasi juga memiliki fungsi reparatoir, yaitu untuk memulihkan keadaan.[footnoteRef:131] Sanksi Administrasi dapat juga dilihat dari segi sasarannya, meliputi:[footnoteRef:132] [131:  Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 213.]  [132:  Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 319.] 

1. Sanksi reparatoir, yaitu; sanksi yang diterapkan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma. Hal tersebut ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran.
2. Sanksi punitif, adalah; sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang.
3. Sanksi regresif, adalah; sanksi yang diberikan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan tertentu yang telah diumumkan.
Perbedaan tujuan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana adalah; sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa pidana (nestapa). Sanksi administrasi bertujuan agar pelanggaran dapat dihentikan. Perbedaan lainnya antara sanksi pidana dan sanksi administrasi adalah dalam hal penegakan hukumnya. Sanksi adminitrasi dijatuhkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana dijatuhkan oleh hakim melalui proses pengadilan.[footnoteRef:133] [133:  Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 247.] 


E. Sanksi Denda Administratif
Sanksi adalah "aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma”,[footnoteRef:134] yang digunakan oleh kekuasaan sebagai alat untuk berusaha mematuhi norma dengan tujuan untuk meminimalkan kerugian sebagai akibat dari pelanggaran terhadap norma yang dimaksud. Sanksi menurut literatur hukum di Rumania adalah; ” konsekuensi dari tidak mematuhi aturan perilaku yang ditentukan atau disetujui oleh negara.”[footnoteRef:135] Sedangkan Henry Campbell Black merumuskan sanksi sebagai “bagian dari hukum yang dirancang untuk mengamankan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman atas pelanggarannya atau menawarkan ganjaran atas ketaatannya”. Senada dengan hal tersebut Bryan A. Garner mendefinisikan sanksi sebagai; “hukuman atau tindakan paksaan yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau perintah (sanksi untuk menemukan/deteksi penyalahgunaan).”[footnoteRef:136] Dalam hal ini Utrecht berpendapat bahwa sanksi merupakan akibat dari adanya perbuatan atau merupakan reaksi dari pihak lain, baik dari manusia atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia.[footnoteRef:137] [134:  Lieven Dupont and Raf Verstraeten, Handboek Belgisch Strafrecht, Acco Uitgeverij België, Leuven, 1990, hlm. 74-75.]  [135:  Sri Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi, Administrative Law and Governance Journal 2, no. 1 (2019), hlm. 126–42.]  [136:  Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Group, 1999, hlm. 1203.]  [137:  E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Terjemahan: Moh. Saleh Djidang, Ichtiar Baru, Jakarta, 2013, hlm. 17.] 

Konsep sanksi administrasi merupakan gagasan yang bersifat doktrinal dan secara normatif tidak didefinisikan di dalam undang-undang. Sanksi administrasi merupakan salah satu bentuk sanksi hukum yang bertujuan untuk memastikan adanya penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (hukum positif) untuk mewujudkan ketertiban, dan adanya kepastian hukum, serta memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak bagi setiap orang dari adanya berbagai gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administrasi. Dengan demikian sanksi di dalam hukum administrasi dapat dilihat sebagai alat yang digunakan oleh kekekuasaan yang menjadi bagian dari hukum publik sebagai reaksi terhadap adanya ketidakpatuhan terhadap norma hukum administrasi negara. Jenis-jenis sanksi administrasi berdasarkan sasarannya diantaranya adalah:[footnoteRef:138] [138:  Ibid, hlm. 319.] 

1. Sanksi reparatoir, yaitu; sanksi terhadap pelanggaran norma untuk mengembalikan kepada keadaan semula sebagaimana sebelum terjadinya pelanggaran. Contoh sanksi reparatoir diantaranya adalah; bestuursdwang, dwangsom.
2. Sanksi punitif, yaitu; sanksi yang bertujuan untuk memberikan hukuman kepada seseorang. Contoh sanksi punitif diantaranya adalah: denda administratif.
3. Sanksi regresif, yaitu; sanksi atas ketidakpatuhan terhadap suatu ketentuan yang terdapat pada suatu ketetapan yang telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk itu.
Sanksi administratif merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh pembentuk peraturan (pemerintah/eksekutif) tanpa melalui proses pengadilan[footnoteRef:139] untuk mempertahankan norma-norma hukum administrasi sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki oleh badan pemerintahan untuk: [139:  J. Dara Lynott and Ray Cullinane, Administrative Sanctions, slideshare.net, 2010.] 

1. Menegakan norma hukum administrasi.
2. Pelaksanaan wewenang pemerintahan.
3. Dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah tanpa melalui peradilan.
Sanksi hukum administrasi bukan merupakan suatu kewajiban, melainkan merupakan kewenangan bebas yang bersifat mandiri.[footnoteRef:140] Kriteria organik dari karakter sanksi administrasi merupakan pembeda sanksi administrasi dari sanksi-sanksi lain, misalnya; sanksi pidana. Kriteria organik tersebut meliputi: [140:  W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2018, hlm. 218.] 

1. Sanksi administrasi memposisikan suatu gangguan terhadap norma hukum administrasi sebagai pelanggaran, bukan kejahatan
2. Terhadap pelanggaran norma hukum administrasi, dapat dilakukan tindakan yang dilakukan oleh badan administrasi.
3. Tindakan yang dilakukan badan administrasi dapat berupa tindakan pemulihan dan/atau tindakan penghukuman.
Berdasarkan sasarannya, hukum administrasi sebagaimana sudah diuraikan diatas dikenal adanya dua jenis sanksi yaitu; sanksi reparatoir dan sanksi punitif.[footnoteRef:141] Perbedaan yang dapat dilihat dalam hal pelaksanaan sanksi denda berdasarkan rezim hukum pidana dan rezim hukum administrasi negara adalah bahwa dalam pelaksanaan sanksi denda berdasarkan rezim hukum pidana, apabila tidak dilaksanakan, dapat diganti berupa kurungan. Hal tersebut tidak dikenal di dalam rezim hukum administrasi negara. [141:  Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan, Problem Dan Upaya Pembenahan, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 11.] 

Terdapat sanksi administrasi lain yang disebut sanksi regresif, yaitu; sanksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan, berbentuk; penarikan, perubahan, dan penundaan suatu ketetapan, yang tujuannya adalah untuk mengembalikan keadaan seperti keadaan semula sebelum adanya ketetapan yang dimaksud. Sanksi hukum administrasi pada umumya secara tegas ditentukan di dalam perundang-undangan bidang administrasi,[footnoteRef:142] seperti: [142:  Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 303-304.] 

1. Paksaan Pemerintahan.
2. Pembatalan putusan yang menguntungkan.
3. Pengenaan uang paksa.
4. Penetapan denda administratif.

F. Layanan Publik Sebagai Tugas Pemerintah
Pelayanan berasal dari kata service dalam bahasa Inggris yang menurut Kotler berarti “setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu”.[footnoteRef:143] Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah dalam kedudukannya sebagai institusi yang wajib memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan  pelayanan public merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna, yaitu; warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan kartu tanda penduduk , akte kelahiran, akte nikah dan akte kematian, dan lain sebagainya.[footnoteRef:144] Pelayanan publik dapat juga dikatakan sebagai “setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yangmenguntungkan dalam suatu kumpulan ataukesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”.[footnoteRef:145] [143:  Agus Dwiyanto, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2002.]  [144:  Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 141.]  [145:  Sinambela, Lijan Poltak, Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 5.] 

Pasolong berpendapat bahwa pelayanan publik merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat dalam bentuk kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.[footnoteRef:146] Sedangkan Kurniawan berpendapat bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan terhadap keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi pemerintah sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.[footnoteRef:147] [146:  Pasolong, Harbani, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 128.]  [147:  Kurniawan Agung, Transformasi Pelayanan Publik, Pembaharuan, Yogyakarta, 2005, hlm. 7.] 

[bookmark: _Hlk130628692]Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagian C. Pengertian Umum nomor 1, definisi dari pelayanan umum adalah: segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[bookmark: _Hlk131325539]Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 angka 1; “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Menurut Miftah Thoha, pelayanan publik merupakan pemberi layanan keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi pemerintah sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kondisi masyarakat berkemban sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik.[footnoteRef:148] Masyarakat semakin sadar terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat berani mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk melakukan kontrol terhadap tindakan pemerintahnya. Dalam kondisi masyarakat yang sedang berubah birokrasi publik dituntut untuk dapat merubah posisi dan peran dalam memberikan pelayanan publik. Dari mengatur dan memerintah berubah menjadi melayani. Dari menggunakan pendekatan kekuasaan berubah menjadi menolong menuju kearah yang fleksibel kolaboratif dan dialogis menuju cara kerja yang realistik pragmatis. [148:  Miftah Thoha, Perspektif perilaku birokrasi, LP3ES, Jakarta, 1991, hlm. 41.] 

Pelayanan publik yang diberikan pemerintah meliputi dua kategori utama, yaitu; pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:[footnoteRef:149] [149:  Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm. 20.] 

1. Pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah meliputi: kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok syarakat.
2. Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok yaitu:
a. Pelayanan administratif, adalah; pelayanan dalam bentuk penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, misalnya: kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, akta kelahiran, akta kematian, paspor dan lain-lain.
b. Pelayanan barang, adalah; pelayanan yang menghasilkan berbagai jenis barang yang dibutuhkan oleh publik, misalnya: jaringan telepon, tenaga listrik, air bersih, dan lain-lain.
3. Pelayanan jasa, adalah; pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya; pendidikan, kesehatan, transportasi, pos, dan lain-lain.
Jenis-jenis pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara yang dimuat dalam SANKRI Buku III adalah:[footnoteRef:150] [150:  Lembaga Administrasi Negara, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI), Buku 3, LAN, Jakarta, 2004.] 

a. Pelayanan pemerintahan, adalah; jenis pelayanan kepada masyarakat terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan KTP, SIM, pajak, perizinan, keimigrasian, dan lain-lain.
b. Pelayanan pembangunan, adalah: jenis pelayanan kepada masyarakat terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana fasilitask masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sebagai warga Negara meliputi: penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan dan lain-lain.
c. Pelayanan utilitas, adalah; jenis pelayanan kepada masyarakat seperti listrik, air, telepon, transportasi lokal dan lain-lain.
d. Pelayanan sandang, pangan dan papan merupakan jenis pelayanan untuk menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat, seperti: beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.
e. Pelayanan kemasyarakatan merupakan jenis pelayanan kepada masyarakat yang apabila dilihat dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.
Pedoman penyelenggaran pelayanan public adalah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Di dalam Pasal 4 dan penjelasannya undang-undang tersebut asas-asas pelayanan publik adalah sebagai berikut:
1. Kepentingan umum. Kemudian dijelaskan bahwa pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
2. Kepastian hukum. Kemudian dijelaskan bahwa jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. Kesamaan hak. Kemudian dijelaskan bahwa pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban. Kemudian dijelaskan bahwa pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Keprofesionalan. Kemudian dijelaskan bahwa pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
6. Partisipatif. Kemudian dijelaskan bahwa peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. Kemudian dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
8. Keterbukaan. Kemudian dijelaskan bahwa setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Akuntabilitas. Kemudian dijelaskan bahwa proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Kemudian dijelaskan bahwa pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. Ketepatan waktu. Kemudian dijelaskan bahwa penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Kemudian dijelaskan bahwa setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Oleh sebab itu perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi:
1. Prosedur pelayanan.
2. Waktu penyelesaian.
3. Biaya pelayanan.
4. Produk pelayanan.
5. Sarana dan prasarana.
6. Kompetensi petugas pelayanan
Konsep kualitas bersifat relatif karena sangat ditentukan dari perspektif yang digunakan untuk melakukan penilannya. Trilestari bependapat bahwa pada dasarnya terdapat tiga orientasi kualitas yang harus konsisten antara satu dengan yang lainnya, yaitu; persepsi pelanggan, produk, dan proses.[footnoteRef:151] Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Sinambela dan kawan-kawan yang pada pokoknya berpendapat bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Secara teoritis pelayanan dapat dikatakan sebagai berkualitas atau memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Tujuan pelayanan publik pada pokoknya adalah untuk memuaskan masyarakat.[footnoteRef:152] [151:  Trilestari, Endang Wirjatmi, Model Kinerja Pelayanan Publik Dengan Pendekatan Systems Thinkinks And System Dinamics. Disertasi, FISIP UI, Depok, 2005, hlm. 17.]  [152:  Sinambela, Lijan Poltak, dkk., Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi, STIALAN Pess, Jakarta, 2006, hlm. 20.] 

Ibrahim berpendapat bahwa kualitas pelayanan publik adalah suatu kondisi dinamis terkait dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. Dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat layanan publik tersebut diberikan kepada masyarakat. Untuk mencapai kepuasan masyarakat, diperlukan adanya kualitas pelayanan yang tercermin dari beberapa indikator sebagaimana di bawah ini:[footnoteRef:153] [153:  Amin Ibrahim, Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 40.] 

1. Transparansi, yaitu; pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.
2. Akuntabilitas, yaitu; pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
3. Kondisional, yaitu; pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan dengan tetap menggunakan prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif, yaitu; pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Kesamaan hak, yaitu; pelayanan yang tidak diskriminatif dilihat dari berbagai aspek.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu; pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan.
Menurut Zeithaml dan kawan-kawan, kualitas pelayanan dapat diukur menggunakan 10 dimensi, yaitu:[footnoteRef:154] [154:  Zeithaml, Valarie A. Parasuraman & Leonard L. Berry, Delivering Quality Service, The Free Press, New York, 1990, hlm. 41.] 

1. Reliability, kemampuan dari unit pelayanan untuk menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.
2. Responsiveness, menyangkut ketepatan waktu dari pelayanan.
3. Competence, menyangkut keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan dengan baik.
4. Access, menyangkut kemudahan untuk dihubungi.
5. Courtesy, menyangkut sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap, terhadap keinginan konsumen dan bersedia untuk melakukan hubungan pribadi.
6. Communication, menyangkut menjaga agar tiap pelanggan mendapat informasi sesuai dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan mendengarkan keinginan serta aspirasi pelanggan.
7. Credibility, menyangkut dapat dipercaya, kejujuran penyedia jasa sebagai alat untuk menarik kepercayaan masyarakat.
8. Security, menyangkut pelayanan yang diberikan harus dapat dipastikan sebagai bebas dari bahaya, resiko, ataupun keraguan.
9. Understanding/knowing the customer, menyangkut usaha untuk pemberi layanan sesuai kebutuhan konsumen.
10. Tangibles, menyangkut peralatan, personil dan komunikasi dari suatu jasa.
Ada enam prinsip yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki kualitas layanan yaitu :[footnoteRef:155] [155:  FandyTjiptono,  Manajemen Jasa, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 32.] 

1. Kepemimpinan.
2. Pendidikan.
3. Perencanaan.
4. Review.
5. Komunikasi.
6. Penghargaan dan pengakuan (Total Human Reward).
Zeithhaml, Parasuraman & Berry berpendapat bahwa untuk mengetahui kualitas pelayanan secara nyata, harus terpenuhi lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu:[footnoteRef:156] [156:  Zeithaml, Valarie A. Parasuraman & Leonard L. Berry, Delivering Quality Service, The Free Press, New York, 1990, hlm. 41.] 

1. Tangibles (berwujud). Indikatornya adalah:
a. Penampilan petugas layanan.
b. Kenyamanan tempat layanan.
c. Kemudahan proses pelayanan.
d. Kedisiplinan petugas layanan dalam melakukan pelayanan.
e. Kemudahan akses pelanggan untuk memperoleh pelayanan.
f. Penggunaan alat bantu pelayanan yang sesuai.
2. Realibility (kehandalan). Indikatornya adalah:
a. Kecermatan petugas pada saat memberikan layanan.
b. Memiliki standar pelayanan yang jelas.
c. Kemampuan petugas layanan menggunakan alat bantu proses pelayanan.
d. Keahlian petugas menggunakan alat bantu proses pelayanan
3. Responsivess (ketanggapan). Indikatornya adalah:
a. Merespon setiap pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan.
b. Petugas layanan memberikan pelayanan dengan cepat.
c. Petugas layanan memberikan pelayanan dengan tepat.
d. Petugas layanan memberikan pelayanan dengan cermat.
e. Petugas layanan memberikan pelayanan dengan waktu yang tepat.
f. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas layanan.
4. Assurance (jaminan). Indikatornya adalah:
a. Petugas layanan memberikan jaminan tepat waktu pelayanan.
b. Petugas layanan memberikan jaminan biaya pelayanan.
c. Petugas layanan memberikan jaminan legalitas pelayanan.
d. Petugas layanan memberikan jaminan kepastian biaya pelayanan.
5. Emphaty (empati). Indikatornya adalah:
a. Mendahulukan kepentingan pelanggan.
b. Petugas layanan melayani dengan sikap ramah.
c. Petugas layanan melayani dengan sikap sopan santun.
d. Petugas layanan melayani dengan tidak diskriminatif.
e. Petugas layanan melayani dan menghargai setiap pelanggan.
Agar pelayanan dapat memuaskan, maka petugas pelayanan harus memenuhi empat kriteria pokok, yaitu:[footnoteRef:157] [157:  Heser Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2005, hlm. 10.] 

1. Sopan.
2. Cara menyampaikan sesuatu.
3. Waktu menyampaikan yang tepat.
4. Keramahtamahan.
Sepuluh hal yang harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan menurut Kasmir adalah sebagai berikut sebagai berikut:[footnoteRef:158] [158:  Kasmir, Etika customer service, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2005, hlm. 18-21.] 

1. Berpenampilan rapi dan bersih.
2. Percaya diri.
3. Menyapa dengan lembut.
4. Tenang, sopan, hormat serta tekun mendengarkan sikap pembicaraan.
5. Berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.
6. Bergairah dalam melayani, dan menunjukan kemampuannya.
7. Bergairah dalam melayani, dan menunjukan kemampuannya.
8. Bergairah dalam melayani, dan menunjukan kemampuannya.
9. Jika tidak mampu menangani permasalahan, meminta bantuan kepada pegawai lain atau atasan.
10. Bila belum dapat melayani, beritahu kapan akan dilayani.
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui pentingnya bagi petugas layanan untuk berbairah dalam memberikan layanan, dan menunjukan kemampuannya.
[bookmark: _Hlk131327342]Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayann Publik digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi:[footnoteRef:159] [159:  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.] 

1. Persyaratan. Adalah persyaratan teknis maupun administratif layanan.
2. Prosedur. Adalah prosedur pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu pelayanan. Adalah waktu proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif. Ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. Adalah hasil layanan sesuai dengan ketentuan.
6. Kompetensi Pelaksana. Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas layanan.
7. Perilaku Pelaksana. Adalah sikap petugas layanan.
8. Maklumat Pelayanan. Adalah pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

G. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai “gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan,”[footnoteRef:160] sedangkan yang dimaksud dengan angkutan jalan adalah; “perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.”[footnoteRef:161] Adapun ruang lalu lintas jalan adalah; “prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.”[footnoteRef:162] Operasi lalu lintas di jalan raya meliputi ada empat unsur yang saling terkait antara satu dengan lainnya, yaitu; pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.[footnoteRef:163] [160:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 2.]  [161:  Ibid, Pasal 1 angka 3.]  [162:  Ibid, Pasal 1 angka 11.]  [163:  Putranto, L.S., Rekayasa Lalu Lintas, Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2008, hlm. 116.] 

Terdapat tiga komponen utama yang membentuk lalu lintas, yaitu; manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Manusia sebagai pengguna.
Manusia berperan sebagai pengemudi kendaraan atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, meliputi kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda dalam hal waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut dipengaruhi juga oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh yang besifat eksternal seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.
2. Kendaraan.
Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, berkaitan dengan; kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan. Hal tersebut secara lansung terkait dengan adanya kebutuhan ruang lalu lintas secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.
3. Jalan.
Jalan merupakan lintasan yang sudah direncanakan dan disediakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas secara lancar dan mampu mendukung beban muatan kendaraan secara aman. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat mengurani angka kecelakaan lalu-lintas.
Menurut Institute of Civil Engineers England rekayasa lalu lintas adalah:[footnoteRef:164] “bagian dari kerekayasaan yang berhubungan dengan perencanaan lalu lintas dan perencanaan jalan, lingkungan dan fasilitas parkir dan dengan alat-alat pengatur lalu lintas guna memberikan keamanan, kenyamanan dan pergerakan yang ekonomis bagi kendaraan dan pejalan kaki.” [164:  Alik Ansyori Alamsyah, Rekayasa Lalu Lintas, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2008, hlm. 2.] 

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.[footnoteRef:165]Muhammad I khsan berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang berpotensi menimbulkan permasalahan terkait dengan terjadinya pelanggaran lalu lintas, yaitu:[footnoteRef:166] [165:  Ramdlon Naning, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalan Lalu Lintas, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hlm. 57.]  [166:  Muhammad Ikhsan, Lalu Lintas dan Permasalahannya, Kuliah Umum DIR LANTAS Polda Jabar, Bandung, 2009, hlm. 7.] 

1. Prasarana.
Jalan yang dioperasional harus dilengkapi dengan prasarana jalan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitul; “Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.” Bahwa dengan alasan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta untuk kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi dengan :
a. Rambu-rambu.
b. Marka jalan.
c. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
d. Alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan.
e. Alat pengawasan dan pengamanan jalan.
f. Ada fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.
2. Lokasi Jalan, dikategorikan menjadi:
a. Jalan di dalam kota (di daerah pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, perumahan).
b. Jalan Di luar kota (pedesaan, penghubung antar daerah).
Kedua kategori jalan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga menimbulkan adanya spesifikasi kendaraan yang berbeda juga. Meskipun di dalam kenyataannya suatu kendaraan dapat digunakan di dalam kota dan di luar kota, tetapi pada kenyataannya performa kendaraan tersebut akan dirasakan sebagai berbeda antara digunakan di jalan dalam kota dan di jalan luar kota.
3. Volume Lalu Lintas.
Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa makin padat lalu lintas jalan, maka makin banyak kecelakaan yang terjadi. Meskipun demikian kecelakaan yang dimaksud merupakan kecelakaan ringan yang menimbulkan kerusakan yang sifatnya tidak fatal. Sementara itu makin sepi lalu lintas, maka semakin sedikit kemungkinan kecelakaan. Tetapi kecelakaan di jalan yang relatif sepi lalu lintasnya bersifat lebih fatal, menimbulkan kerusakan yang lebih berat. Kesadaran pengemudi terkait dengan hal tersebut diharapkan dapat menjadi sebab pengmudi lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan kendaraannya, sehingga keselakuaan lalu lintas dapat dihindari.
4. Kelas Jalan.
Kapasitas jalan tidak sama disesuaikan dengan lokasi dan peruntukannya. Untuk keperluan pengaturan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas, Pembagian jalan dalam beberapa kelas didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan model kendaraan secara tepat dengan tetap mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing model, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, beban muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan. Penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan wajib dinyatakan dengan rambu-rambu.
5. Fasilitas pendukung.
Meliputi fasilitas untuk pejalan kaki, parkir kendaraan pada badan jalan, halte pemberhentian kendaraan umum, tempat istirahat pengemudi, dan penerangan jalan yang memadai. Fasilitas untuk pejalan kali meliputi; trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu, jembatan penyeberangan atau terowongan penyeberangan.
Rekayasa lalu lintas pada pokoknya ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah pelanggaran lalu lintas sebagai akibat dari tingginya tingkat pertumbuhan lalu lintas. Tingkat pertumbuhan lalu lintas dari tahun ke tahun mengakibatkan peningkatan akan kebutuhan prasarana jalan yang memadai. Jalan raya merupakan prasarana trasnportasi, sedangkan kendaraan sarana sarana transportasinya, dimana diantara keduanya saling mempengaruhi.
Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas dikaitkan dengan pendapat Soedjono Soekamto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dapat dijelaskan sebagai berikut:[footnoteRef:167] [167:  Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.] 

1. Faktor Manusia.
Dapat dipastikan bahwa faktor manusia adalah penyebab tertinggi kecelakaan lalu lintas. Diantaranya disebabkan karena:
a. Faktor tidak disiplin, tidak menaati rambu-rambu lalu lintas dan/atau tidak menggunakan kendaraan sesuai dengan spesifikasinya.
b. Faktor tidak hati-hati, tidak konsentrasi pada saat mengendarai kendaraan.
c. Faktor kelelahan, pengemudi mengendarai kendaraan melampaui kemampuan fisiknya.
d. Faktor psikologis, pengemudi mudah terpancing oleh pengendara lainnya yang mengendarai kendaraan secara tidak disiplin.
e. Tuntutan tugas, pertimbangan ekonomis pengemudi mengalahkan pertimbangan keselamatan lalu lintas.
2. Faktor Sarana Jalan.
Pada kenyataannya banyak pihak yang berkepentingan dengan penggunaan jalan justru tidak terkait dengan fungsi asasi jalan itu sendiri. Hal tersebut dapat menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
a. Penggunaan badan jalan untuk kepentingan perekonomian (perdagangan) menjadi sebab badan jalan menjadi lebih senpit sehingga menjadi hambatan bagi lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
b. Penggunaan ruang di bawah jalan untuk kepentingan berbagai pihak, seperti; galian kabel listrik, komunikasi, saluran air besih/kotor, dan lain-lain. Kerusakan jalan yang ditimbulkan oleh aktifitas seperti tersebut berpotensi menghambat kelancaran lalu lintas dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
c. Penggunaan jalan untuk kepentingak sosial kemasyarakat, seperti; penggunaan sebagian badan jalan untuk kepentingan pernikahan atau perayaan hari kemerdekaan berpotensi mengganggu arus lalu lintas yang melalui jalan tersebut, dan berpotensi menimbulkan kecelakaan.
3. Faktor Kendaraan.
a. Menggunakan kendaraan tidak sesuai dengan spesifikasinya. Sebagai contoh; kendaraan angkutan orang digunakan untuk mengangkut barang atau sebaliknya.
b. Menggunakan kendaraan tidak sesuai dengan daya angkutnya. Sebagai contoh; kendaraan barang dengan kapasitas daya angkut maksimal 900 Kg, digunakan untuk mengangkut barang melebihi kapasitas tersebut.
c. Kurangnya pemeliharaan kendaraan. Komponen-komponan kendaraan mempunyai batas pakai, baik berdasarkan waktu penggunaan, maupun berdasarkan jarak penggunaannya.
d. Penggunaan komponen kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Di pasaran dikenal dengan adanya istilah komponen Kw (kualitas) 1, Kw 2, Kw 3 dan seterusnya. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai Kw super. Makin besar angka kualitasnya, maka makin rendah kualitasnya. Bagaimanapun komponen kendaraan dengan menggunakan “embel-embel” Kw menunjukan bahwa komponen tersebut bukan komponen asli, sehingga tiak sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh pihak pabrik yang kemudian memperoleh izin/pengesahan dari pihak pemerintah.
e. Melakukan modifikasi terhadap kendaraan sehingga merubah spesifikasinya.
Berbagai faktor terkait dengan kendaraan pada dasarnya menimbulkan risiko dalam pengoperasian kendaraan tersebut, dan yang paling buruk dapat menimbulkan kecelakaan yang disebabkan karena kendaraan tidak berfungsi sebagaimana seharusnya.
4. Faktor Keadaan Alam.
Alam adalah salah satu faktor diluar kendali manusia yang berpotensi menimbulkan hambatan lalu lintas, bahkan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sebagai contoh; banjir dapat mengganggu lalu lintas, bahkan dapat menimbulkan kecelakaan karena membuat komponen pengereman kendaraan menjadi kurang bekerja secara optimal. Tanah longsor dapat menimbun badan jalan dan mengakibatkan lalu lintas terganggu, bahkan mungkin saja dapat menimbun kendaraan yang melalui jalan tersebut sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Penyelenggara atau pengelola jalan dalam hal ini tidak dapat mencegah bencana alam, tetapi dapat melakukan berbagai upaya agar akibat dari bencana alam tersebut dapat diminimalisir, sehingga meminimalisir juga potensi ganggunan terhadap lalu lintas jalan dan mencegah timbulnya kecelakaan.
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BAB  III
UJI  BERKALA  MOBIL  ANGKUTAN  BARANG


A. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Pada bagian awal pembahasan bab ini, terlebih dahulu penulis/peneliti akan menguraikan legalitas dari penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor oleh UPTD yang menjadi bagian dari pemerintah kabupaten/kota dan legalitas dari pungutan retribusi terhadap pengujian berkala kendaraan bermotor tersebut.

[bookmark: _Hlk130733165]Pada bagian Bab I Pendahuluan sudah diuraikan bahwa salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah; “setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Sebelum beroperasi di jalan, kendaraan bermotor setidaknya harus telah melakukan dua mengujian, yaitu; uji tipe dan uji berkala sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 ayat (2) UU LLAJ. Selama digunakan, tentunya kendaraan bermotor mengalami perubahan atau penurunan kinerjanya, agar kendaraan bermotor tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai layak untuk dapat dioperasikan di jalan, maka harus dilakukan uji berkala sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 49 ayat (2) huruf b UU LLAJ. Penelitian tesis ini terkait dengan uji berkala yang dilakukan 
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terhadap kendaraan angkutan mobil barang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (1) UU LLAJ. Pengujian berkala meliputi kegiatan;
1. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor, dan
2. pengesahan hasil uji,
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) UU LLAJ. Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor merujuk kepada persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud oleh Pasal Pasal 48 ayat (2) UU LLAJ yang terdiri atas;
1. susunan,
2. perlengkapan,
3. ukuran,
4. karoseri,
5. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya,
6. pemuatan,
7. penggunaan,
8. penggandengan kendaraan bermotor, dan/atau
9. penempelan kendaraan bermotor,
dan merujuk kepada persyaratan lain jalan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 48 ayat (3) UU LLAJ, yang sekurang-kurangnya meliputi:
1. emisi gas buang,
2. kebisingan suara,
3. efisiensi sistem rem utama,
4. efisiensi sistem rem parkir,
5. kincup roda depan,
6. suara klakson,
7. daya pancar dan arah sinar lampu utama,
8. radius putar,
9. akurasi alat penunjuk kecepatan,
10. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan
11. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor salah satunya dapat dilaksanakan oleh unit pelaksanaan pengujian pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU LLAJ.
[bookmark: _Hlk130714142]Merujuk kepada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dapat memungut retribusi kepada orang pribadi atau badan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU LLAJ, maka pemerintah daerah dapat memungut retribusi atas jasa pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor.
Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, jenis retribusi terdiri atas:
1. Retribusi jasa umum.
2. Retribusi jasa usaha.
3. Restibusi perizinan tertentu.
[bookmark: _Hlk130714637]Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 88 ayat (1) undang-undang tersebut, Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum meliputi;
1. pelayanan kesehatan;
2. pelayanan kebersihan;
3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. pelayanan pasar; dan
5. pengendalian lalu lintas.
Seharusnya retribusi terhadap pengujian berkala kendaraan bermotor juga menjadi bagian dari retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
[bookmark: _Hlk130715020]Faktanya di dalam Pasal Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, tidak ada pengaturan terkait dengan retribusi terhadap pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor. Faktanya juga bahwa di berbagai daerah di Indonesia, bagi pemilik kendaraan bermotor, khususnya mobil angkutan barang, masih diwajibkan untuk melakukan pengujian ulang kendaraan bermotor dengan keharusan untuk membayar retribusi.
[bookmark: _Hlk130715789]Berdasarkan uraian diatas, bukan berarti retribusi terhadap pengujian berkala kendaraan bermotor menjadi bersifat illegal karena berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, masih dimungkinkan adanya penambahan jenis retribusi, selain dari yang sudah diuraikan di dalam undang-undang yang dimaksud, yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
[bookmark: _Hlk131328219]Peraturan pemerintah yang dimaksud disini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah. Pada pokoknya berdasarkan PP tersebut, pemerintah pusat melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap reperda/perda terkait dengan retribusi. Berdasarlan ketentuan yang terdapat di dalam PP tersebut, pemerintah daerah dapat mengusulkan raperda terkait dengan retribusi, dimana terhadap raperda tersebut akan dilakukan evaluasi oleh kementerian dalam negeri dan kementerian keuangan. Apabila mendapat persetujuan dari kedua kementerian tersebut, barulah raperda yang dimaksud dapat ditetapkan/diundangkan. Sementara itu untuk perda terkait retribusi yang sudah ada akan dilakukan pengawasan oleh kedua kementerian diatas.
Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 88 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat pengaturannya di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah, maka pemerintah daerah masih diperbolehkan untuk memungut retribusi untuk pengujian berkala kendaraan bermotor, yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh pemerintah pusat.
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota, mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan pengujian ulang terhadap kendaran bermotor, dan dapat juga memungut retribusi terkait dengan jasa penyelenggaraan pengujian ulang kendaraan bermotor tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dibawah ini diuraikan beberapa daerah kabupaten kota yang memiliki Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor dan memungut retribusi terhadap pengujian kendaraan bermotor tersebut.
Tabel 2. UPTD Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Daerah
	No
	Daerah Kab./Kota
	Perda UPTD
	Perda Retribusi

	

	1
	Kabupaten Kuningan
	Peraturan Bupati Kuningan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Tugas Dan Fungsi Pelaksana Teknik Pada Dinas Dan Badan (UPTD>UPTB) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
	Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Jo
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Kendaraan Bermotor

	2
	Kota Bandung
	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan
Jo
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan
Jo
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan
	[bookmark: _Hlk131328795]Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan
Jo
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan
Jo
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan

	3
	Kabupaten Bandung
	[bookmark: _Hlk131329071]Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Jo
Peraturan Bupati Bandung Nomor 126 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah
	Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Dan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
Jo

Jo
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
Jo
[bookmark: _Hlk131329018]Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
Jo
[bookmark: _Hlk131329036]Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

	4
	Kabupaten Bandung Barat
	Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah
	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Bidang Perhubungan
Jo
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Di Bidang Perhubungan

	5
	Kabupaten Sumedang
	Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah
	[bookmark: _Hlk131329427]Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Jo
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Jo
[bookmark: _Hlk131329466]Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Jo
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

	6
	Kota Cimahi
	Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor
	Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
Jo
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
Jo
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
Jo
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
Jo
[bookmark: _Hlk131329637]Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Tarif Retribusi Jasa Umum



B. Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor
Berikut ini akan dilakukan komparasi terkait dengan tarif pengujian kendaraan bermotor dalam rangka uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berlaku di beberapa daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.
Tabel 3. Komparasi Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor (Uji Berkala)
	No
	Daerah Kab./Kota
	Uraian Jenis Retribusi
	Tarif

	

	1
	Kabupaten Kuningan
Pelaksana:
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
	1. Mobil barang, mobil bus, tractor head, kendaraan khusus
2. Buku uji
3. Tanda uji
4. Tanda samping stiker
5. Tanda samping cat
6. Uji emisi gas buang
7. Penerbitan surat keterangan mutase uji
8. Penggantian buku uji yang hilang/rusak
9. Penggantian tanda uji yang hilang/rusak
10. Penggantian buku uji ganti nama penilik (BBN)
11. Sanksi administratif:
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar
12. Ketentuan pidana:
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar
	

Rp. 35.000,-
-
Rp. 25.000,-
Rp. 15.000,-
Rp. 5.000,-
Rp. 5.000,-

Rp. 50.000,-

-

Rp. 100.000,-


	2
	Kota Bandung
Pelaksana: Balai Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
	1. Pengujian Berkala Perpanjangan dengan menggunakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe):
2. Penilaian kondisi teknis kendaraan: mobil barang, bus, traktor head
3. Biaya penggantian hilang/rusak bukti lulus Uji Elektronik (BLUe)
4. Biaya rubah bentuk kendaraan
5. Biaya rubah status kendaraan
6. Biaya rekomendasi plat nomor kuning kendaraan
7. Sanksi administratif:
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar
8. Ada pengaturan terkait dengan penyidikan, tetapi tidak ada pengaturan sanksi pidananya
	



Rp. 55.000,-



Rp. 75.000,-


Rp. 100.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 55.000,-


Rp. 100.000,-

	3
	Kabupaten Bandung
Pelaksana:
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
	1. Buku uji
2. Tanda uji 1 unit
3. Stiker/tanda samping
4. Mobil penumpang umum/minibus/pick up
5. Pengganti buku uji yang hilang/rusak
6. Pengganti tanda uji yang hilang/rusak
7. Pemeriksaan emisi gas buang pada kendaraan wajib uji
8. Pemeriksaan emisi gas buang pada kendaraan bermotor pribadi
9. Sanksi:
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak
membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar
10. Ketentuan pidana:
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar
	Rp. 10.000,-
Rp. 25.000,-
Rp. 25.000,-

Rp. 60.000,-

Rp. 150.000,-

Rp. 250.000,-


Rp. 40.000,-


Rp. 50.000,-

	4
	Kabupaten Bandung Barat
Pelaksana: UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

	1. Mobil penumpang umum/minibus/pick up
2. Buku uji
3. Tandda uji
4. Stiker tanda samping
5. Penggantian buku uji yang hilang/rusak
6. Penggantian tanda uji yang hilang/rusak per keping
7. Biaya penilaian teknis dan penghapusan kendaraan roda 4
8. Sanksi:
a. Peringatan
b. Uang Paksa
c. Denda Administratif 2% setiap bulan keterlambatan
9. Ketentuan Pidana; Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang
	
Rp. 120.000,-
0.-
0.-
0.-

0.-


Rp. 150.000,-


Rp. 100.000,-

	5
	Kabupaten Sumedang
Pelaksana:
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
	1. pemeriksaan alat mekanik
2. Uji asap/emisi gas buang
3. biaya pemeriksaan teknis Kendaraan Bermotor: Mobil Barang: pick up, truck, dan box
4. biaya penilaian kondisi teknis/scraping: Mobil Barang: pick up, truck, dan box
5. biaya mobil pengujian keliling
6. Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
7. Ketentuan pidana:
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
	
Rp. 5.000,-

Rp. 7.000,-




Rp. 40.000,-



Rp. 125.000,-

25.000,-

	6
	Kota Cimahi
Pelaksana:
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
	1. Mobil barang, head tractor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus
2. Buku uji
3. Tanda uji (per pasang)
4. Tanda samping kendaraan bermotor (cat)
5. Tanda samping kendaraan bermotor (stiker)
6. Uji asap tebal (smoke) / umi emisi (CO / HC)
7. Pemeriksaan teknis kendaraan bermotor mobil barang, head tractor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus
8. Penggantian buku uji (hilang/rusak)
9. Penggantian tanda samping kendaraan bermotor (stiker)
10. Penggantian tanda samping kendaraan bermotor (cat)
11. Dengan keterlambatan mobil barang
12. Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih
13. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya  sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
	Rp. 105.000,-




0,-
0,-


0,-


0,-


Rp. 15.000,-






Rp. 35.000,-

Rp. 150.000,-


0,-


0,-

Rp. 2.400,-



C. Analisis Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya diatas dapat diketahui bahwa pengujian kendaraan bermotor menjadi domain dari fungsi pemerintahan daerah dalam bidang perhubungan, yang dalam prakteknya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang menjadi bagian dari Dinas Perhubungan, atau balai pengujian yang menjadi bagian dari Dinas Perhubungan.
Teknis pengujian kendaraan bermotor mungkin saja pada dasarnya adalah sama. Perbedaannya sangat dimungkinkan terkait dengan ketersediaan fasilitas alat uji di tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan. Yang nyata-nyata berbeda adalah komponen retribusi itu sendiri. Hal-hal apa saja yang dikenai retribusi. Karena retribusi pada dasarnya merupakan kewenangan daerah untuk menerapkannya, maka wajar kalau komponen retribusi di masing-masing darah menjadi berbeda-beda.
Di 6 (enam) daerah yang diamati, ada persamaan terkait dengan besaran nilai denda administratif, yaitu sebesar 2% (dua persen/dua per seratus) dari nilai retribusi yang belum dibayar (terhutang). Pada 6 (enam) daerah yang diamati, terdapat persamaan bahwa terhadap kelalaian pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana kurungan. Dengan demikian kelalaian membayar retribusi tidak dikategorikan sebagai kejahatan, tetapi sebagai kelalaian.
Pada pokoknya sanksi pidana terhadap tindak pidana terkait dengan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor paling tinggi adalah 3 (tiga) bulan kurungan, atau denda sebesar 3 (tiga) kali nilai retribusi yang masih terhutang. Yang menarik untuk dicermati adalah peraturan yang berlaku di kota Bandung yaitu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 222 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan. Di dalam peraturan yang dimaksud terdapat pengaturan terkait dengan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) tetapi tidak ada pengaturan terkait dengan sanksi pidananya.
Berdasarkan ketentuan pertaruan perundang-undangan terkait dengan retribusi pengujian kendaraan bermotor yang berlaku di 6 (enam) daerah kabupaten/kota tersebut dapat diketahui bahwa pada pokoknya menggunakan asas ultimum remedium, bukan primum remedium, yaitu; memposisikan hukum pidana sebagai alternatif terakhir dalam hal penegakan hukum, dan lebih mengutamakan penerapan hukum administrasi melalui melalui sanksi denda administrasi.

D. Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Serta UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
1. Sejarah Singkat Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Dinas Lalulintas Dan Angkutan Jalan (DLLAJ) suatu organisasi yang sudah ada sejak penjajahan Belanda, pada waktu itu organisasinya cukup memadai dengan keadaan undang-undang lalu lintas jalan raya yang disebut Wagvarkeers Ordonattie (WVO) dengan peraturan pelaksanaanya Wagverkeers Suerdening.
Dalam WVO tercantum pembagian tugas antar Direktur Vankern Waterstat (Direktur Lalu   Lintas Jalan dan Sungai) didalam pelaksanaanya di daerah-daerah dilakukan oleh Varker Inspektur Lalulintas. Tugas Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta memberikan pendapat tentang perizinan trayek kendaraan antara provinsi dan melakukan penyelidikan pelanggaran lalu lintas juga berkedudukan dibeberapa daerah provinsi, sehingga dikenal masyarakat dengan sebutan petugas propinsi.
Pada waktu itu pemerintahan pendudukan yang penanganan masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya tidak banyak dilakukan pengaturanya dan lebih banyak diarahkan dibagian asia timur raya, pada waktu periode perang kemerdekaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dibentuk satuan angkutan perjuangan yang organisasinya menyerupai organisasi ketentraman, dengan menitikberatkan pelaksanaanya membantu perjuangan usaha logistic pada waktu itu. dibentuklah Djawatan Angkutan-angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI) mulai tahun 1950. Tugas-tugas pengolahan lalu lintas dan angkutan jalan raya digarap kembali secara internasional.
Pada waktu itu intansi pemerintah Belanda (NICA) yang disebut (MTD) dengan peralatan pegawainya diserahkan kepada kementrian perhubungan ada bagian lalu lintas jalan dan sungai dan akhirnya dipecah menjadi jawatan lalu lintas sungai, danau dan fery. Motor Trnsfor Diens sendiri dirubah menjadi Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI).
Pada tahun 1958 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1958 tentang penyerahan urusan lalu lintas angkutan jalan raya pada pemerintahan Daerah Tingkat (DT) 1 pada daerah yang menerima penyerahan ini maka Djawatan berubah menjadi dinas lalu lintas jalan, sampai sekarang baru beberapa daerah yang tidak menerima penyerahan ini tetap sebagai Aparatur Departemen Perhubungan dengan aturan sebutan  Organisasi Inspektur Lalu Lintas jalan.
Pada waktu dikeluarkan undang-undang No. 3 tahun 1965 tentang lalu lintas jalan raya sehingga mulai saat itu sebutan Dinas atau Inspeksi lalu lintas jalan berubah menjadi Dinas atau Inspeksi lalu lintas dan angkutan jalan raya propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat, mulai membuka kantor perwakilanya di Daerah Tingkat (DT) II dengan sebutan wilayah dinas lalu lintas angkutan jalan raya yang meliputi wilayah kerja satu atau lebih daerah tingkat II Jawa Barat, sampai sekarang baru ada 23 cabang DLLAJR dan secara bertahap semua daerah Jawa Barat akan mendapat cabang DLLAJR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
Pada tahun 1992 keluar Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 tahun 1992 tentang sebagian urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sampai saat ini peraturan pemerintah itu masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, meningat kesiapan di daerah Tingkat II masih belum memadai.

2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan
Sebagaimana sudah dilakukan pembahasan pada bagian sebelumnya di atas bahwa sebagian besar pelaksana pengujian kendaraan bermotor di daerah adalah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang berada di bawah Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. Contoh struktur organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan adalah sebagaimana di bawah ini.
[image: ]
Gambar 1. Struktur Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan
Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan adalah melakukan pendataan kendaraan bermotor yang wajib melaksanakn uji berkala, yang pada kenyataannya tidak semua kendaraan bermotor tersebut melaksanakan uji berkala sebagaimana seharusnya. Di bawah ini adalah data kendaraan bermotor yang wajib melaksanakan uji berkala, tetapi pada kenyataannya tidak melaksanakan uji berkala di Kabupaten Kuningan pada tahun 2022.

Tabel 4. Data Kendaraan Yang Tidak Melaksanakan Uji Berkala Tahun 2022 Di Kabupaten Kuningan
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Tabel 5. Data Kendaraan Yang Tidak Melaksanakan Uji Berkala Tahun 2021 Di Kabupaten Kuningan
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Tabel 6. Data Kendaraan Yang Tidak Melaksanakan Uji Berkala Tahun 2020 Di Kabupaten Kuningan
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BAB  IV
EFEKTIVITAS  SANKSI  DENDA  ATAS  KETERLAMBATAN  PENGUJIAN  BERKALA  ANGKUTAN  MOBIL  BARANG


A. Efektifitas Denda Atas Keterlambatan Pengujian Berkala Mobil Angkutan Barang
Untuk mengetahui efektifitas denda atas keterlambatan pengujian berkala mobil angkutan barang yang terjadi di Kabupaten Kuningan, maka berikut ini akan dilakukan perbandingan jumlah mobil angkutan barang yang tidak melakukan pengujian berkala di Kabupaten Kuningan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 7. Data Mobil Angkutan Barang Yang Tidak Melakukan Pengujian Berkala Di Kabupaten Kuningan Pada Tahun 2020-2022
	No.
	Bulan
	Tahun

	
	
	2020
	2021
	2022

	

	1
	Januari
	81
	177
	114

	2
	Februari
	85
	151
	139

	3
	Maret
	93
	205
	206

	4
	April
	122
	153
	153

	5
	Mei
	110
	173
	168

	6
	Juni
	91
	148
	206

	7
	Juli
	133
	83
	234

	8
	Agustus
	96
	82
	244

	9
	September
	112
	107
	207

	10
	Oktober
	79
	73
	128

	11
	November
	77
	81
	79

	12
	Desember
	277
	84
	138

	Jumlah
	1.356
	1.517
	2016





2

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel diatas dapat diketahui bahwa antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 jumlah mobil angkutan barang yang tidak melakukan pengujian berkala mengalami peningkatan, yaitu dari 1.356 kendaraan menjadi 1.517 mobil. Peningkatan tersebut mencapai 161 mobil angkutan barang, atau meningkat 11,9%.
[bookmark: _Hlk131497294]Adapun antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 jumlah mobil angkutan barang yang tidak melakukan pengujian berkala mengalami peningkatan, yaitu dari 1.517 kendaraan menjadi 2.016 mobil. Peningkatan tersebut mencapai 499 mobil angkutan barang, atau meningkat 32,9%. Peningkatan jumlah mobil angkutan barang yang tidak melakukan pengujian berkala dapat dikatakan sangat mencolok atau sangat signifikan.
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, secara berturut-turut peningkatan mobil angkutan barang yang tidak melakukan pengujian berkala di Kabupaten Kuningan adalah sebesar 11,9% dan 32,9%. Apabila dirata-ratakan, maka peningkatan mobil angkutan barang yang tidak melaksanakan pengujian berkala di Kabupaten Kuningan adalah 22,4%. Sebuah angka kenaikan yang tidak dapat dikatakan kecil.
Berdasasarkan data mobil angkutan barang yang tidak melakukan pengujian berkala di Kabupaten Kuningan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dipahami bahwa jumlahnya terus meningkat. Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa denda administratif sebesar 2% dari nilai retribusi yang terhutang untuk setiap bulannya adalah tidak efektif. Yang dimaksud dengan tidak efektif disini adalah karena tidak berhasil “menyadarkan” pemilik mobil angkutan barang agar melakukan pengujian berkala sesuai dengan waktu yang telah ditenukan. Ketidak taatan pemilik mobil angkutan barang dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengujian berkala kendaraannya dapat dijelaskan dengan menggunakan teori hukum yang digunakan di dalam penelitian tesis ini sebagai berikut.
Dengan menggunakan teori efektivitas hukum, menurut Hans Kelsen subjek hukum harus berbuat sesuai sehingga tidak bertentangan dengan norma-norma hukum tersebut. Efektifitas hukum adalah suatu kondisi dimana subjek hukum berbuat, menerapkan, dan mematuhi norma-norma sebagaimana seharusnya. Teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan sikap, tindakan, atau perilaku yang pantas untuk dilakukan. Efektivitas hukum dalam realitas hukum (kenyataan hidup sehari-hari) dapat diketahui dengan menyatakan suatu kaidah hukum berhasil atau tidak berhasil dalam mencapai tujuanya. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar masyarakat mau mematuhi kaidah hukum adalah dengan menerapkan sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang dimaksud.
Terkait dengan hasil dari penelitian tesis ini dapat diketahui bahwa:
1. Subjek hukum (pemilik mobil angkutan barang) tidak berbuat sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Hal tersebut dilakukan oleh pemilik mobil angkutan barang dengan cara tidak melakukan pengujian berkala mobil angkutan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Waktu pelaksanaan pengujian berkala mobil angkutan barang tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya.
2. Hukum terkait dengan implementasi retribusi daerah terhadap jasa yang bersifat umum yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui UPTD terkait (UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor) tidak dapat secara efektif dilaksanakan, karena kaidah hukum terkait dengan implementasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tersebut tidak berhasil mencapai tujuannya, yaitu untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya melakukan pengujian kendaraan (mobil angkutan barang) secara berkala, dan menghimpun dana masyarakat sebagai hasil dari jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang pada akhirnya dana masyarakat tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat melalui perbaikan fasilitas bidang perhubungan yang dapat dinikmati oleh masyarakat.
3. Sanksi yang diterapkan oleh pemerintah terhadap subjek hukum pengujian kendaraan bermotor pemilik mobil barang dalam bentuk denda administratif sebesar 2% dari nilai retribusi terhutang untuk setiap bulannya tidak secara efektif dapat “memaksa” pemilik mobil angkutan barang untuk dapat melakukan pengujian mobil angkutan barang miliknya tepat waktu. Hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi dari sanksi itu sendiri yaitu untuk memaksa masyarakat untuk dapat mematuhi kaidah atau norma hukum.
Terdapat berbagai faktor yang menjadi sebab denda administratif tidak efektif untuk memaksa subjek hukum pemilik mobil angkutan barang agar dapat tepat waktu melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotornya sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
1. Faktor hukumnya. Dalam hal ini hukum terkait dengan denda adminstratif terhadap keterlambatan pengujian berkala mobil angkutan barang pada kenyataannya tidak menimbulkan dampak yang “menakutkan” bagi pemilik mobil angkutan barang. Hal tersebut disebabkan karena nilai denda administratif yang relatif kecil, dan tidak berdampak secara langsung terhadap kegiatan usaha pemilik mobil angkutan barang tersebut. Sebagai contoh sekiranya dengan alasan keamanan mobil angkutan barang yang belum melaksanakan pengujian berkala oleh hukum dilarang untuk beroperasi di jalan, maka dapat diduga secara wajar bahwa pemilik mobil angkutan barang akan lebih disiplin untuk melakukan pengujian berkala terhadap mobil angkutan barangnya.
2. Faktor penegak hukumnya. Peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah dalam bentuk peraturan daerah. Aparat penegak hukum yang bertugas untuk menegakan hukum berdasarkan peraturan daerah adalah Dinas LLAJ. Merupakan bagian dari fakta notoir bahwa “wibawa” Dinas LLAJ saat ini belum dapat “memaksa” pemilik mobil angkutan barang untuk disiplin dalam melaksanakan perintah hukum untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor secara berkala dan membayar retribusi atas jasa pemerintah dalam menyelenggarakan fasilitas pengujian kendaraan bermotor tersebut.
3. Faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum. Untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan kewajiban pemilik mobil angkutan barang untuk melakukan pengujian berkala, Dinas LLAJ harus dilengkapi dengan sarana atau fasilitas penegakan hukum yang memadai, misalnya; tersedianya kendaraan operasional dan bahan bakarnya yang memadai.
4. Faktor masyarakat. Bagian dari fakta notoir bahwa “penghormatan” masyarakat yang diberikan kepada polisi lalu lintas dan kepada anggota LLAJ adalah berbeda. Dengan kalimat yang sederhana dapat dikatakan bahwa masyarakat “lebih takut” berhadapan dengan polisi lalu lintas dibandingkan dengan Dinas LLAJ.
5. Faktor kebudayaan. Belum menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat untuk mengutamakan faktor keselamatan dalam berlalu lintas. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat terkesan kurang memperhatikan masalah pengujian kendaraan bermotor, khususnya mobil angkutan barang, agar dapat tetap beroperasi dalam keadaan laik jalan.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Agar Sanksi Denda Atas Keterlambatan Pengujian Berkala Mobil Angkutan Barang Dapat Ditingkatkan Efektifitasnya
Pelaksanaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di daerah kabupaten/kota dilaksanakan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota tersebut. Terkait dengan keterlambatan pengujian berkala kendaraan bermotor pada umumnya, mobil angkutan baran pada khususnya, terdapat dua sanksi yang dapat dikenakan terhadap pemilik kendaraan bermotor atau mobil angkutan barang tersebut, yaitu:
1. Sanksi administratif.
2. Sanksi pidana.
Sebagian besar daerah kabupaten/kota telah menentukan bahwa yang disebut dengan sanksi administratif tersebut adalah denda administratif sebesar 2% dari nilai retribusi yang terhutang untuk setiap bulannya. Dengan demikian apabila telat membayar retribusi kendaraan bermotor selama satu tahun, maka denda administratifnya adalah sebesaar 24%. Apabila diasumsikan bahwa biaya retribusi mobil angkutan barang tersebut adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka apabila telat melakukan pengujian berkala selama satu tahun, denda administratifnya adalah sebesar 24% X Rp. 200.000,- = Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah). Nilai tersebut tentunya tidak dapat dikatakan besar, atau cukup “menakutkan” sehingga pemilik mobil angkutan barang akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghindarinya, yaitu dengan cara melakukan uji berkala mobil angkutan barangnya secara tepat waktu.
“Kecilnya” denda administratif, yaitu sebesar 2% dari nilai retribusi yang terhutang untuk setiap bulannya disebabkan karena pembuat peraturan perundang-undangan di daerah terkait dengan retribusi pengujian kendaraan bermotor, masih mengaitkan besaran denda administratif dengan “bunga” bank. Hal tersebut dapat dilihat dengan penggunaan istilan “bunga denda” salah satu peraturan perundang-undangan terkait.
Filosofinya 2% denda administratif per bulan dibandingkan dengan bunga bank per bulan, tentu dapat dikatakan tinggi, karena kisaran bunga bank saat ini adalah sekitar 12% per tahun (pinjaman komersil). Hal tersebut tidaklah tepat karena mempunyai tujuan yang berbeda sebagaimana dapat diuraikan seperti di bawah ini:
1. Denda administratif merupakan instrument penegakan hukum dalam lapangan hukum administrasi yang bertujuan agar pihak-pihak yang wajib menaati dan melaksanakan hukum administrasi, tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila denda administratif bersifat “menakutkan” (berat untuk dilaksanakan/dibayar). Sebaliknya apabila denda administratif tidak bersifat menakutkan, tentunya tidak menjadi barrier bagi orang-orang untuk melakukan pelanggaran hukum, atau lalai melakukan kewajibannya sebagaimana seharusnya.
2. Tujuan perbankan di Indonesia adalah untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat lainnya yang memerlukan, khususnya untuk kepentingan berusaha. Untuk mencapai tujuan tersebut, agar perbankan dapat menyalurka dana kepada masyarakat, maka diperlukan adanya tingkat suku bunga pinjaman yang rendah atau terjangkau oleh masyarakat. Kebalikan dari itu, bunga tinggi sangat mungkin menjadi barrier proses penyaluran dana dari perbankan kepada masyarakat yang membutuhkannya.
Filosofi denda administratif nyata-nyata berbeda dengan filosofi bunga bank (bunga denda), berdasarkan hal tersebut, maka menurut pendapat penulis, besarnya denda administratif harus diposisikan sebagaimana fungsi asasinya, yaitu sebagai alat penegakan hukum baik yang bersifat preventif atau represif.
Sebagai bagian dari upaya hukum yang bersifat preventif, denda administratif harus menakutkan agar orang tidak tertarik, tidak mempunyai keinginan, dan tidak mempunyai keberanian untuk melakukan pelanggaran hukum administrasi. Dan sebagai bagian dari upaya hukum yang bersifat represif, denda administratif harus memberikan derita atau nestapa kepada orang-orang yang yang melakukan pelanggaran hukum administrasi. Hal tersebut dapat tercapai apabila denda administratif tersebut menakutkan (besar nilainya, susah untuk dibayar).
Keharusan agar sanksi administratif bersifat “menakukan” dapat dijelaskan dengan menggunakan teori negara hukum, khususnya negara hukum Pancasila sebagai manifestasi dari negara hukum Indonesia. Hukum di negara hukum Pancasila harus dapat memberikan pengayoman kepada manusia, yaitu; hukum harus memberikan perlindungan kepada manusia baik secara pasif maupun secara aktif.
Secara pasif hukum harus mampu untuk memberikan pengayoman kepada manusia dengan cara melakukan pencegahan terjadinya tindakan yang sewenang-wenang. Yang dimaksud yang sewenang-wenang disini adalah tindakan sewenang-wenang pemilik mobil angkutan barang yang tidak melakukan pengujian berkala, dimana hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak lain, misalnya dapat menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena mobil angkutan barang yang dimaksud tidak laik jalan, tetapi dipaksakan untuk terus melakukan pengangkutan barang. 
Secara aktif hukum juga harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan yang berlangsung secara wajar, yang dalam hal ini; secara wajar para pemilik mobil angkutan barang secara berkala harus melakukan pengujian terhadap kendaraannya agar kendaraan tersebut dapat berfungsi dengan baik dan tidak membahayakan pengguna dan lingkungan di sekitarnya.
Kemampuan hukum secara aktif dan secara pasif untuk memberikan pengayoman kepada manusia, dikaitkan dengan denda administratif yang tinggi bagi orang yang lalai melakukan pengujian berkala mobil angkutan barang dapat diuraikan sebagai berikut; apabila sanksi administratif tinggi, maka secara aktif memaksa pemilik mobil angkutan barang untuk melakukan pengujian kendaraannya secara berkala. Sedangkan secara pasif, sanksi administratif yang tinggi dapat mencegah pemilik mobil angkutan barang untuk lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan uji berkala mobil angkutan barang sebagaimana seharusnya.
Keharusan agar sanksi administratif bersifat “menakutkan” dapat dijelaskan dengan menggunakan teori efektivitas hukum sebagaimana menurut Hans Kelsen yang pada pokoknya mengatakan bahwa efektivitas hukum adalah suatu kondisi dimana subjek hukum berbuat, menerapkan, dan mematuhi norma-norma sebagaimana seharusnya. Dalam hal ini sanksi administratif yang bukan hanya berat, tetapi lebih dari itu; “menakutkan,” diyakini dapat memaksa subjek hukum untuk berbuat, menerapkan, dan mematuhi norma-norma sebagaimana seharusnya.
[bookmark: _Hlk131279053]Implementasi hukum secara efektif pada kenyataannya menghadap beberapa hambatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Faktor hukumnya itu sendiri. Peraturan perundang-undangan saat ini terkait dengan penegakan hukum dalam hal pengujian kendaraan bermotor dapat dikatakan masih “lemah” karena sanksi administratifnya (nilai sanksi administratif rendah) tidak memberikan efek jera (hukum bersifat aktif), atau tidak membuat orang takut untuk melakukan pelanggaran hukum (hukum bersifat pasif).
2. Faktor penegak hukumnya itu sendiri. Penegakan hukum terkait dengan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada saat ini umumnya dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditempatkan di UPTD Pengujian Kendaraaan Bermotor Dinas Perhubungan yang ada di tingkat kabupaten/kota. Karena sansi administratifnya dikategorikan sebagai rendah, maka dimungkinkan ASN yang ditempatkan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor tidak cukup “ngotot” untuk memberikan pemahaman kepada masyakarat, khususnya pemilik mobil angkutan barang untuk taat hukum dengan cara melakukan pengujian mobil angkutan barangnya secara berkala sebagaimana seharusnya.
3. Faktor sarana dan fasilitas penegakan hukum. Faktanya jenis dan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor di berbagai daerah kabupaten/kota adalah berbeda-beda. Patut diduga bahwa salah satu penyebabnya adalah karena perbedaan sarana dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang tersedia di masing-masing daerah kabupaten/kota. Fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang berada di kota besar sangat mungkin lebih memadai dibandingkan dengan fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang berada di kota yang lebih kecil. Dalam hal ini sangat mungkin belum ada standar yang bersifat baku terkait dengan sarana dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor. Hal tersebut dapat menjadi sebab denda administratif menjadi rendah karena sarana dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor belum representatif.
4. Faktor masyarakat. Mobil angkutan barang merupakan kendaraan yang bersifat produktif, yaitu; secara langsung dapat menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya dari waktu ke waktu. Berdasarkan hal tersebut, maka menyisihkan sedikit waktu untuk melakukan aktivitas pengujian kendaraan bermotor dapat dianggap sebagai aktivitas yang tidak produktif dan cenderung merugikan pemilik kendaraan karena mobil angkutan barang tersebut menjadi tidak produktif, tidak menghasilkan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, membayar denda administratif yang relatif murah lebih menarik bagi pemilik mobil angkutan barang dari pada harus “mengistirahatkan” kendaraannya tersebut hanya sekedar untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor yang bersifat rutin (berkala).
5. Faktor kebudayaan. Mobil angkutan barang dapat diduga secara wajar dimiliki oleh orang yang melakukan kegiatan usaha, bukan dimiliki oleh pegawai. Patut diduga secara wajar bahwa salah satu “budaya” para pengusaha adalah berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Membayar denda administratif dapat dikategorikan sebagai “mengeluarkan pengorbanan yang sekecil-kecilnya” apabila dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh mobil angkutan barang yang dioperasionalkan secara terus menerus, tanpa ada jeda sekedar untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara rutin (berkala).
Selain sanksi denda administratif, ada juga daerah kabupaten/kota yang menerapkan saksi peringatan dan uang paksa, yang mungkin saja implementasinya tidak lebih mudah dan tidak lebih efektif dari denda administratif yang lebih umum dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan; sanksi peringatan dapat dipastikan memerlukan waktu yang lebih lama karena dimungkinkan adanya peringatan pertama sampai dengan peringatan ketiga (pada umumnya). Proses mengeluarkan peringatan juga tentunya memerlukan biaya. Sementara itu menetapkan uang paksa akan menjadi lebih sulit lagi karena sudah pasti akan dikomparasikan dengan besaran denda administratif yang faktanya tidak besar juga. Dengan kata lain, penetapan uang paksa tersebut tentunya sulit lebih besar dari denda administratif karena terbentur dengan masalah legal formil dan legal materiil yang memerlukan pengaturan lebih lanjut.
Upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar sanksi denda administratif atas keterlambatan pengujian berkala mobil angkutan barang dapat ditingkatkan efektifitasnya adalah dengan mengoptimalkan sanksi pidana yang terdapat pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Faktor kesulitannya disini adalah bagaimana membuktikan adanya kerugian keuangan daerah akibat dari adanya denda administratif terkait dengan pengujian kendaraan bermotor yang belum dibayar oleh pemilik mobil angkutan barang.
Dapat dipastikan bahwa keuangan daerah meliputi jumlah yang besar, sementara itu denda administratif jumlahnya puluhan ribu rupiah saja dalam satu tahunnya (untuk satu kendaraan). Bagaimana denda administratif sejumlah puluhan ribu rupiah dapat mengakibatkan kerugian keuangan daerah yang jumlah akumulasinya misalnya mencapai ratusan milyar rupiah? Terhadap hal tersebut terdapat beberapa alternatif yang dapat dipikirkan untuk mengatasinya, diantaranya adalah:
1. Terhadap denda administratif atau retribusi terhutang dapat dimintakan pertanggungjawaban mutlak kepada pihak yang harus membayarnya karena merupakan kerugian keuangan daerah. Artinya; dengan tanpa melihat nominal nilai denda administratif atau retribusi terhutang, setiap denda administratif atau retribusi terhutang merupakan bagian dari kerugian keuangan daerah. Mekanisme formalnya harus memperhatikan asas legalitas dalam hukum pidana.
2. Di dalam praktek hukum sehari-hari ada anggapan bahwa apabila dapat dibuktikan adanya pembayaran terakhir sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka dianggap pembayaran sebelumnya sudah dilaksanakan, jadi tidak perlu dibuktikan lagi.
Saat ini di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada batas berapa bulan denda administratif bisa secara terus-menerus tidak dibayar. Dan belum ada petunjuk setelah berapa bulan retribusi terutang tidak atau belum dibayar, baru dapat diaktifkan ketentuan pidananya (dengan tetap mengedepankan asas ultimum remedium).
Kebiasaan yang berlaku di dalam praktek hukum dan kekurangan yang terdapat di dalam perturan perundang-undangan terkait dengan retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat disinergikan menjadi; apabila setelah 3 (tiga) bulan terakhir secara berturut-turut tidak ada pembayaran terhadap denda administratif dan/atau retribusi yang terutang, maka pasal pidana pada peraturan perundang-undangan terkait dengan retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat diaktifkan. Dengan demikian apabila selama tiga bulan terakhir secara berturut-turut denda administrasi dan/atau retribusi terutang tidak dibayar, maka dikategorikan sebagai sudah melakukan kelalaian sehingga padal pidana pada peraturan perundang-undangan yang dimaksud dapat diaktifkan dengan cara dimulainnya proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
3. Proses pidana memerlukan waktu yang lama dan melibatkan berbagai instansi penegak hukum yang terkait. Sangat dimungkinkan akan lebih bersifat efektif implementasi retribusi pengujian kendaraan bermotor apabila dimungkinkannya penyanderaan terhadap pihak yang tidak membayar denda administratif dan/atau retribusi terutang.
4. Retribusi terhadap pengujian kendaraan bermotor pada pokoknya merupakan balas jasa yang diberikan oleh pemilik kendaraan bermotor kepada pemerintah daerah yang telah memberikan jasa dalam bentuk layanan pengujian kendaraan bermotor. Berbeda dengan pajak dimana wajib pajak tidak menerima secara lansung manfaat atas pembayaran pajak yang dilakukannya, pihak yang membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor menerma jasa atau manfaat dari pemerintah dalam bentuk layanan pengujian kendaraan bermotor.
Karena jasa yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor pada hakekatnya adalah melekat kepada bendanya (melekat pada kendaraan bermotornya), maka perlu dipikirkan kemungkinan penerapan asas pidusia dalam kasus tersebut, yaitu; kendaraan bermotor hanya dapat dipindahtangankan setelah denda administrasi dan/atau retribusi terutang sudah dibayar terlebih dahulu.
Dengan maksud yang sama, perubahan identitas kendaraan bermotor lainnya, dan pembayaran pajak kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah denda administrasi dan/atau retribusi terutang sudah dibayar terlebih dahulu.
Bahwa dengan demikian diperlukan adanya suatu sistem yang secara real time dan terintegrasi dapat melakukan pembayaran denda administrasi dan/atau retribusi terutang dengan secara bersama-sama dengan pembayaran lainnya yang terkait tersebut.
Beberapa alternatif sebagaimana yang sudah diuraikan diatas pada pokoknya adalah melakukan upaya “pemaksaan” dengan berbagai cara yang bersifat sah (legal) menurut hukum agar pihak yang dikenai denda administratif atau pihak yang mempunyai kewajiban pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor yang terutang untuk segera membayar kewajibannya. Hal tersebut dapat dibenarkan dengan beberapa teori hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini.
1. Hukum di negara hukum Pancasila (Indonesia) harus dapat memberikan pengayoman kepada manusia, yaitu; hukum harus memberikan perlindungan kepada manusia baik secara pasif maupun secara aktif.
Secara pasif hukum harus mampu untuk memberikan pengayoman kepada manusia dengan cara melakukan pencegahan terjadinya tindakan yang sewenang-wenang. Dalam hal ini upaya pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah agar pihak yang mendapat denda administratif dan/atau mempunyai kewajiban pembayaran retribusi yang terutang untuk segera membayar kewajibannya karena perbuatan pihak yang dimaksud merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan dengan cara secara sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
Secara aktif hukum juga harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan yang berlangsung secara wajar, yang dalam hal ini upaya pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat sebagai upaya untuk pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar denda administratif dan/atau harus membayar retribusi yang terutang dapat segera memenuhi kewajibannya tersebut karena perbuatan yang taat hukum merupakan bagian dari kondisi kemasyarakatan yang berlangsung secara wajar. Dalam arti, pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan kewajibannya, dan pihak yang mempunyai hak menerima haknya.
Kemampuan hukum secara aktif dan secara pasif untuk memberikan pengayoman kepada manusia, dikaitkan dengan kewajiban pihak tertentu untuk membayar denda administratif dan/atau membayar retribusi terutang adalah bahwa upaya paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pihak tersebut merupakan bagian dari kewajiban pemerintah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yang dalam hal ini adalah manusia (masyarakat) yang meskipun secara tidak langsung berpotensi dirugikan oleh pihak tersebut. Sebagai contoh; retribusi yang diperoleh dari kegiatan perhubungan akan digunakan untuk membangun sarana/fasilitas/layanan terkait dengan perhubungan itu sendiri. Dengan demikian apabila penerimaan retribusi berkurang karena terutang, maka akan berdampak negatif terhadap sarana/fasilitas/layanan terkait perhubungan itu sendiri.
2. Upaya paksa yang dilakukan oleh pemerintah agar pihak yang mempunyai kewajiban pembayaran denda administratif dan/atau pembayaran retribusi terutang menurut dapat dijelaskan dengan menggunakan teori efektivitas hukum sebagaimana menurut Hans Kelsen yang pada pokoknya mengatakan bahwa efektivitas hukum adalah suatu kondisi dimana subjek hukum berbuat, menerapkan, dan mematuhi norma-norma sebagaimana seharusnya. Dalam hal ini upaya paksa yang dilakukan oleh pemerintah pada pokoknya adalah upaya agar subjek hukum dapat berbuat, menerapkan, dan mematuhi berbagai norma hukum sebagaimana seharusnya.
Implementasi hukum secara efektif pada kenyataannya menghadap beberapa hambatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Faktor hukumnya sendiri, dimana saat ini belum tersedia peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi upaya paksa yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut penting untuk dipenuhi sebagai pemenuhan asas legalitas di dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagai konsekuensi sebuah negara hukum yang menganut tradisi hukum eropa kontinental (civil law).
b. Faktor penegakan hukumnya itu sendiri. Upaya paksa yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini ada risiko moral (moral hazard) dimana masyarakat sulit untuk membedakan apakah paksaan tersebut berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau berasal dari kehendak pribadi aparat penegak hukumnya itu sendiri.
c. Faktor sarana dan fasilitas penegakan hukum. Paksaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum hakekatnya merupakan paksaan hukum yang dalam implementasinya kadang-kadang memerlukan adanya sarana dan fasilitas penegakan hukum yang memadai. Sebagai contoh; masyarakat pengguna jasa yang disediakan oleh pemerintah dipaksa untuk membayar retribusi, tetapi sarana untuk membayar retribusi tersebut ternyata terbatas dan susah untuk diakses oleh masyarakat, misalnya hanya dapat dilakukan melalui rekening satu bank tertentu saja yang tidak terintegrasi dengan sistem pembayaran secara online, maka upaya penegakan hukum akan mengalami hambatan yang berasal dari sarana penegakan hukum itu sendiri yang bersifat terbatas.
d. Faktor masyarakat hukumnya itu sendiri. Masyarakat Indonesia bersifat heterogen sesuai dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika.” Sangat mungkin paksaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum tersebut harus bersifat adaptif disesuaikan dengan karakter masyarakat yang bersifat lokal. Dengan kata lain paksaan pemerintah tersebut harus tetap memperhatikan kearifan lokal agar tidak terjadi benturan dengan kepentingan masyarakat yang lebih besar.
e. Faktor kebudayaan masyarakat itu sendiri. Kebudayaan masyarakat tertentu hidup pada masyarakat tetentu juga. Dengan demikian masyarakat dan kebudayaannya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka kebudayaan masyarakat Indonesia juga bersifat heterogen dan memiliki kearifan lokalnya masing-masing. Pemahaman tersebut dapat membantu pemerintah atau aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya paksa kepada masyarakat, agar upaya paksa tersebut tidak mendapat perlawanan yang tidak perlu dari masyarakat.
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BAB  V
KESIMPULAN  DAN  SARAN


A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada Bab IV laporan hasil penelitian tesis ini dapat disimpulkan bahwa:
1. Denda administratif atas keterlambatan pengujian berkala mobil angkutan barang sebesar 2% dari nilai retribusi terhutang untuk setiap bulannya berdasarkan fakta di Kabupaten Kuningan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah tidak efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terus meningkatnya jumlah mobil angkutan barang yang tidak melakukan pengujian berkala antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemeringah daerah untuk meningkatkan efektifitas sanksi denda administratif atas keterlambatan pengujian berkala mobil angkutan barang adalah dengan menaikan nilai denda administratif yang dimaksud, dan/atau mengoperasionalkan sanksi pidana atas retribusi pengujian kendaraan bermotor terutang berdasarkan peraturan daerah.

B. Saran

1. Pengujian berkala kendaraan bermotor pada pokoknya terkait dengan  keselamatan penggunaan kendaraan bermotor tersebut di jalan. Dengan demikian adalah wajar apabila kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan 
2

pengujian berkala untuk dinyatakan tidak lain jalan sehingga dilarang untuk beroperasi di jalan, setidaknya di wilayah hukum pemerintah daerah yang terkait.
2. Denda administratif bagi pemilik mobil angkutan barang yang tidak atau terlambat melakukan pengujian berkala dinaikan tingkat yang “ditakuti” oleh pemilik mobil angkutan barang, misalnya; denda administratif tersebut sebesar 100% dari nilai retribusi yang terhutang untuk setiap tahunnya. Jadi tidak ada perbedaan nilai denda administratif dalam satu tahun.
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Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan.
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayann Publik.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah.
Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor.
Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Tarif Retribusi Jasa Umum.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indoneisa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

C. Jurnal Dan Karya Ilmiah Lainnya
Adinda Ayu Utami, Denny Hernawan, Irma Purnamasari, Analisis Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang, Jurnal GOVERNANSI, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138 Volume 6 Nomor 2, Oktober 2020.
Arief Hidayat, Negara Hukum Berwatak Pancasila, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_15_03_arief_hidayat.pdf, diunduh pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 15.54 WIB.
B. Arief Sidharta, Pandangan Ad. Peperzak Tentang Hukum Dan Kekuasaan. Dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XIV Nomor 2, April 1996.
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Ngadimo, Syaiful, Analisis Polusi Suara Yang Ditimbulkan Kecepatan Kendaraan Bermotor (Kajian Di Depan Rumah Sakit Bunda Jalan Margonda Raya Kota Depok), Jurnal Rekayasa Sipil Astonjadro, Volume 3 Nomor 1, Juni 2014.
Refita Syafitri, Ike Rachmawati, Dine Meigawati, Implementasi Strategi Pengujian Kendaraan Bermotor, Jurnal GOVERNANSI, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138, Volume 7 Nomor 1, April 2021.
Salman Luthan, Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis, Jurnal Hukum, Vol. IV No. 7.
Sri Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: suatu pendekatan komparasi, Jurnal Adminitrasi Pemerintahan Vol 2 Issue 1 (2019).
Trilestari, Endang Wirjatmi, Model Kinerja Pelayanan Publik Dengan Pendekatan Systems Thinkinks And System Dinamics. Disertasi, FISIP UI, Depok, 2005.
Winda Ningtyas, Hananto Widodo, Hezron Sabar Rotua Tinambunan, Efektivitas Hukum Uji Berkala Pada Kendaraan Bermotor Jenis Pick Up Terhadap Terjadinya Kecelakaan Di Kabupaten Lamongan, Jurnal Hukum Novum Volume 7 Nomor 1, Januari 2020, e-ISSN 2442-4641.
Zulfadli Barus, Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13 No. 2, Mei 2013.

D. Sumber Dari Internet
Badan Pusat Statistik, Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi 2017-2019, https://www.bps.go.id/indicator/17/513/1/jumlah-kecelakaan-korban-mati-luka-berat-luka-ringan-dan-kerugian-materi.html, diunduh hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 pukul 16.21 WIB.
Badan Pusat Statistik, Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2015-2017, https://www.bps.go.id/indicator/17/57/2/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis.html, diunduh hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 pukul 16.39 WIB.
KBBI Daring, Administrasi, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/administrasi, diunduh hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 Pukul 18. 40 WIB.
KBBI Daring, Analitis, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analitis, diunduh hari Rabu tanggal 7 Desember pukul 08.19 WIB.
KBBI Daring, Apriori, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/apriori, diunduh hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 21.40 WIB.
KBBI Daring, Deduksi, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deduksi, diunduh hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 21. 48 WIB.
KBBI Daring, Deskriptif, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deskriptif, diunduh hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 pukul 08.10 WIB.
KBBI Daring, Efektif, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif, diunduh hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 09.08 WIB.
KBBI Daring, Efektivitas, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektivitas, diunduh hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 09.00 WIB.
KBBI Daring, Keefektifan, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keefektifan, diunduh hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 09.03 WIB.
KBBI Daring, Koersi, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/koersi, diunduh tanggal 25 Maret 2023.
KBBI Daring, Pajak, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pajak, diunduh hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 19.08 WIB.
KBBI Daring, Retribusi, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/retribusi, diunduh hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 19.07 WIB.
KBBI Daring, Sanksi, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi, diunduh hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 18.38 WIB.
KBBI Daring, Silogisme, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/silogisme, diunduh hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 21.43 WIB.
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ditjen Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Sebagai Indormasi Mutu Udara Ambien Di Indonesia, https://ditppu.menlhk.go.id/portal/read/indeks-standar-pencemar-udara-ispu-sebagai-informasi-mutu-udara-ambien-di-indonesia, diunduh hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 pukul 21.39 WIB.
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ditjen Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, Kondisi Kualitas Udara Di Beberapa Kota Besar Tahun 2019, https://ditppu.menlhk.go.id/portal/read/kondisi-kualitas-udara-di-beberapa-kota-besar-tahun-2019, diunduh hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 pukul 21.28 WIB.
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2021 2022 2023

I. Penerimaan 2006334.00 2435867.10 2443182.70

Penerimaan Perpajakan 1547841.10 1924937.50 2016923.70

 Pajak Dalam Negeri 1474145.70 1832327.50 1960582.50

  Pajak Penghasilan 696676.60 895101.00 935068.60

  Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah 551900.50 680741.30 740053.60

  Pajak Bumi dan Bangunan 18924.80 20903.80 31311.00

  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan 0.00 0.00 0.00

  Cukai 195517.80 224200.00 245449.80

  Pajak Lainnya 11126.00 11381.40 8699.50

 Pajak Perdagangan Internasional 73695.40 92610.00 56341.10

  Bea Masuk 39122.70 43700.00 47528.50

  Pajak Ekspor 34572.70 48910.00 9012.70

Penerimaan Bukan Pajak 458493.00 510929.60 426259.10

 Penerimaan Sumber Daya Alam 149489.40 218493.10 188744.80

 Pendapatan dari Kekayaan Negara yang 

Dipisahkan 30496.80 40405.30 44068.10

 Penerimaan Bukan Pajak Lainnya 152504.00 149013.40 110429.80

 Pendapatan Badan Layanan Umum 126002.80 103017.70 83016.40

II. Hibah 5013.00 1010.70 409.40

Jumlah 2011347.10 2436877.80 2443592.20

Access Time: March 23, 2023, 6:32 am

Sumber Penerimaan - Keuangan

Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)

Catatan: Tahun 2010-2021: LKPP Tahun 2022: Outlook Tahun 2023: APBN Sumber: Kementerian Keuangan


Source Url: https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html
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STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGUJIAN KENDRAAN BERMOTOR

508G 032008 775 01001

0856 032 008 75 01002

150856 032 008 775 01005

50886 032 008 774 01005

0856 032 008,773 01005

10556 032008 773 01005

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUNINGAN

evare





image4.emf
MOBIL BARANG  M.PENP UMUM JUMLAH KEND

1 JANUARI  114 7 121

2 PEBRUARI  139 5 144

3 MARET  206 17 223

4 APRIL 153 14 167

5 MEI  168 17 185

6 JUNI  206 23 229

7 JULI  234 26 260

8 AGUSTUS  244 22 266

9 SEPTEMBER 

207 14

221

10 OKTOBER 

128 5

133

11 NOPEMBER 

79 4

83

12 DESEMBER 

138 15

153

0

JUMLAH  2016 169 2185

KENDARAAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN  UJI / KIR 

PADA TAHUN 2022 ,

NO BULAN 

 YG TIDAK MELAKSANAKAN KIR
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M.PENP UMUM JUMLAH KEND

1 JANUARI  25 202

2 PEBRUARI  52 203

3 MARET  42 247

4 APRIL 25 178

5 MEI  40 213

6 JUNI  41 189

7 JULI  19 102

8 AGUSTUS  18 100

9 SEPTEMBER  26 133

10 OKTOBER  16 89

11 NOPEMBER  8 89

12 DESEMBER  17 101

JUMLAH  329 1846

KENDARAAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN  UJI / KIR (TIDAK AKTIF)

PADA TAHUN 2021

NO BULAN 

 YG TIDAK MELAKSANAKAN KIR

MOBIL BARANG 

84

177

151

205

153

173

148

83

82

107

73

81

1517
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M.PENP UMUM JUMLAH KEND

1 JANUARI  18 99

2 PEBRUARI  29 114

3 MARET  31 124

4 APRIL 40 162

5 MEI  47 157

6 JUNI  33 124

7 JULI  37 170

8 AGUSTUS  34 130

9 SEPTEMBER  28 140

10 OKTOBER  8 87

11 NOPEMBER  7 84

12 DESEMBER  57 334

JUMLAH  369 1725

91

1356

110

122

277

77

79

112

KABUPATEN KUNINGAN

KENDARAAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN  UJI / KIR (TIDAK AKTIF)

PADA TAHUN 2020

NO BULAN 

 YG TIDAK MELAKSANAKAN KIR

MOBIL BARANG 

93

85

81

96

133
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